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KAIDAH HUKUM : Bahwa PT. Palysinde (Pemohon PK) mengaku
mempunyai kewajiban Unseconed Comunicial Papper
lebih dari $ 400.000.000 (empat ratus juta dolar)
kapada para kreditur termasuk BPPN pengakuan ini
menunjukan bahwa Pemohon PK mempunyai lebih
dari dua kreditur salah satuanya adalah bukti E C
Surat Bank Lippo 11 Oktober 2004 dan 23 November
2004. v

NOMOR REGISTER ~': 04 PK/N/2005
TANGGAL PUTUSAN : 18 Mei 2005
MAJELIS : 1. Bagir Manan, SH.
2. 1B. Ngurah Adnyana, SH.
3. Harifin A. Tumnpa, SH.
KILASIFIKASI : Tentang Utang

DUDUK PERKARA : 1. Bahwa PEMOHON adalah Kreditur dari
TERMOHON dan TERMOHON adalah Debitur
dan PEMOHON berdasarkan transaksi vang

+ < terjadi dengan dibelinya oleh PEMOHON surat
- -berharga berupa Surat Sanggup (Promissory
Note) dan Promissory Note yang diterbitkan oleh

Termohon, yakni sebagai berikut
F.1. Surat Sanggup (Promissory Note) Nomor
(}161- Nomor 000331 dengan pokok nominal
sebesar USD 1,000,000.00 (satu jutia dolar
Amerika Senikat) tertanggal 15 Juli 1997,
dimana pihak yang bertindak selaku Agen
Penjual (Arranger) adalah PT. Trimegah
Securities, dengan tanggal jatuh tempo 15

Juli 1998 (dalam bukti P-1);

1.2. Surat Sanggup (Promissory Note) Nomor
0162- Nomor 000331 dengan pokok nominal
sebesar USD 1,000,000.00 (satu juta dolar
Amerika Serikat) tertanggal 15 Juli 1997,
dimana pihak yang bertindak selaku Agen
Penjual (Arranger) adalah PT. Trimegah
Securities, dengan tanggal jatuh tempo 15
Juli 1998 (dalam bukti P-2);
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:1.3. Promissory Note Nomor 2570/PEF/07/97
..~dengan pokok nominal sebesar USD
1,000,000,00 (satu juta dolar Amerika
: Serikat) tertanggal 31 Juli 1997, dimana
.. ..pihak yang bertindak selaku Agen Penerbit
_'.__(A'nariger) adalah PT. Bira, dengan tanggal
- .. jatuh tempo 31 Juli 1998 (dalam bukti
B3

L (Selanjutnya penyebutan surat berharga yakni
. Surat Sanggup (Promissory Note} Nomor
0161 ~ Nomor 000331 dan Nomor dan 0162
L= Nomor 000332 serta Promiissory Note Nomor
) _'_ZSTOIPEFIO’//Q?’ sebagaimana di uraikan di
_ " atas, selanjutnya masing-masing disebut “Surat
'Sanggap” dan selumhnya disebut “Selurvhnya

. Surat Sanggup

2. Bahwa daiam ‘masing-masing Surat Sanggup Nomor
~...0161.— Nomor: 000332 dan Surat Sanggup Nomor
" -0_162_ __Nomor 000332 dinyatakan bahwa *““dengan Surat
-..Sanggup ini Berjanji Tanpa Syarat untuk membayar
.- kepada PT: Trimegah: Securities”, dalam hal mana
PT.. Trimegah -Securities telah mengalihkan dengan
.. cara endosemen da!am blanko dimana bertarut-turut
__memper lhatkan suaty deretan tak terputus yakni dalam
© " “blanko Surat Sanggup Nomor 0161 Nomor 000331 dan
- Surat Sangoup Nomor 0162 Nomor 000332 (terlampir
" sebagai bukti P-T pada halaman belakang, dan bukti
"P-2 pada halaman belakang). Pengalihan tersebut
_:"_chlakukan sebelum hari jatuh tempo sampai dengan
" kepada peimegang terakhir yakni Pemohon, sehingga
© menurut-Undang-undang pemegang terakhir adalah
pihak yang berhak atas pembayaran pada saat jatuh
tempo. . ¥
“0 3 Bahwa'kemudian dalam Surat Sanggup Nomor 2570/
v PEF/O7/97 “tanggal 31 Juli 1997 disebutkan bahwa
© ' "TERMOHON "“dengan Surat Sanggup ini berjanji
wtanpa syardt intik membayar kepada pembawa yakni
“dalam ‘hal ini-adalah-Pemohon sebagai pembawa.
-Dengan: melihat: ketehtiian pada bukti P-3 Pemohon
terlampir, maka jelas terbukti bahwa Pemohon
“adalah: pemegang -dan/itan pemilik yang sah dengan
~menjadi Pembawa:Surat Sanggup tersebut. Oleh
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-~ karenanya Pemohon berhak atas sejumlah pembayaran
- sebagaimana tertera dalam Surat Sanggup pada tanggal

jatuh’tempo.

. Bahwa berdasarkan dalam uraian-uraian diatas, telah

jelas bahwa PEMOHON adalah pemegang dan/atau
pemilik yang sah menurut hukum atas Surat Sanggup
(terlampir sebagai bukti P-1, bukti P-2 dan bukti
P-3), maka secara hukum Termohon telah berutang
kepada Pemohon dengan total nominal pokok sebesar
USD 3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat),
yang mana masing-masing jumlah yang terhutang
berdasarkan. masing-masing surat Sanggup tersebut
harus dibayar dilunasi secara sekaligus dan seketika
oleh Termohon kepada pemohon selambat-lambatnya
pada tanggal jatuh tempo dari masing-masing Surat
Sanggup tersebut pada huruf A 1 butir 1.1, 1.2 di
atas, yakni Surat Sanggup (Promissory Note) Nomor
0161~ Nomor 00031 jatuh tempo tanggal 15 Juli
‘1998, Surat Sanggup (promissory Note) Nomor 0162-

" Nomor 00032 jatuh tempo tanggal 15 Juli 1998, dan

Promissory Note Nomor 2570/PEP/07/97 jatuh tempo
tanggal 31 Juii 1998.

. Bahwa lebih lanjut TERMOHON telah mengakui

ngonfi ikan PEMOHON

s.eb:a'gaimang :digl_g!inya dan_dikonfirmasikan dalam
Surat TERMOHON yang ditunjukan kepada kuasa

_ Hukum Pemochon dan kantor Advocat & Konsultan

Hukum Augustinus Hutajulu & Rekan tertanggal 6

: Oktober 2003 perihak Konfirmasi.

Dalam isi; Surat TERMOHON dimaksud disebutkan
bahwa : o

“bersama ini kami PT. Polysindo Eka Perkasa
Thk mengonfirmasikan bahwa perseroan tetap
mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan
seluruh kewajiban atas Promissory Note kepada
PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia”

Karenanya jelas terbukti dan mohon akta bahwa
TERMOHON: telah mengaku utang TERMOHON
dan memberikan konfirmasikan atas adanya kewajiban

~‘TERMOHON: kepada PEMOHON sehingga tidak
- terbantah -lagi serta telah jelas dan terang bahwa
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PEMOHON adalah kreditur dari TERMOHON dan
TERMOHON adalah debitur dari, PEMOHON,

AMAR PUTUSAN PN

-  Masalah permohonan pernyataan dari Pemohon; e

=  Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 5 .000.000,-
(llma Juta ruplah)

AMAR PUTUSAN KASASI :
MENGADILI :

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. BAHANA
PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) tersebut.

Membatalkan putusan’ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negen Jakarta Pusat
tanggal 20 Desember 2004 Nomor-43/Pailit/2004/PN. Niaga/Ikt.Pst.

MENGADILI SENDIRI :
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Menyatakan Termohon PT. Polysindo Eka Perkasa, Tbk, pailit dengan segala
akibat hukumnya.

Memerintahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk
mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dan Kurator;

Menolak gugatan yang selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat
peradilan, yang dalam peradilan tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,-
(lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat.

ALASAN PK :

1. Bahwa I.F melakukan kekelirnan yang nyata dan tidak melaksanakan
hukum.

Bahwa M. Kasasi juga telah salah dalam penerapan hukum.

3. Bahwa antara Bahwa antara PT. Polysindo FP Tbk selaku Pemohon PK./ semula
T. Kasasi / Semula Termohon Pailit dengan PT. B Pembinaan Usaha Indonesia
(Persero) selakn T. PK / P, Kasasi / semua pailit telah ferjadi kesepakatan untuk
menyelesaikan hutang-hutang PT. Polysindo Eka Perkasa;
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AMAR PUTUSAN PK ‘=
—  Menolak permohonan PK dari PT. Polysmdo Eka Perkasa;

PERTIMBANGAN HUKUM PK :

.. Bahwa PT. Palysindo (Pemohon PK) mengaku mempunyai kewajlbzm Unseconed
Comunicial Papper lebih dari § 400,000,000 (empat ratus juta dolar) kapada para
kreditur termasuk BPPN pengakvan ini menunjukan bahwa Pemohon PK mempunyai
jebih dari dua kreditur salah satunya adalah bukti F. C Surat Bank Lippo 11 Oktober
2004 dan 23 November 2004,

Pembuat Kaidah Hukum
ttd.
Saar Sujiana, SH.
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PUTUSAN
Nomor 04 PKINIZ(]GS

DL‘MI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memenksa dan memutus pelkara maga pada tmgkat Pemnjauan Kembah dalam
perkara kepmhtan antara oo

PT. POLYSINDO EKA PERKASA Tbk berkedudukan di Sentra

o Mulid Suite 1009 Lantai IO Jalan HR. Rasuna Said Kav X-6 No. 8,

" Jakarta Selatan dalam hal ml memben Kuasa kepada ‘Mehbob, S.H.

. 'MBA CN.,, dan kawan—kawan ‘para. Advokat dan Pengacara dari Kantor

" Law Office 'S, WAIRD, NALAPRAYA & HUTABARAT beralamat di

Gedung Sentra Mulia Lantai 9 Suite 912, Jalan H Rasina Said Kav. X-6

“No. 8, Jakarta 12940, “berdasarkan surat kuasa khusus’ tanggal 1 Maret

2008, sebagai’ Pemohon Penmgauan Kembah dahulu Termohon Kasasi/
- ::Termohon Paﬂit '

melawan

PT. BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO),
' _ﬁe'rf{edudhkaﬁ di Graha'ngzi Lantai 19, Jalan ']éﬁdéfal'S'uﬁlfman Kav. 58
' JakartaSelatan, dalam hal ini mernberl kuasa kepada ‘Robertus Bilitea,
'SH., dan Kawan-kawai para Advokat, beralamat di Plaza DM Lantai 20
Suite 2005, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan, berdasarkan
surat kuasa khusu$ tanggal 7-Maret 2003, :sebagai Termohon” Pemnjauan

- Kembali-dalula Pemohon KasasﬂPemohon tht SRR

Mahkamah Agung tersebut

. Membaca surat-surat yang bersangkutan :

Menimbang, -bahwa:dan -surat-surat: 1ersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu :sebagai - Termohon Kasasis/ Termohon
Pailit telah:mengajukan- permohonan :PeninjananKembali: terhadap putusan
Mahkamah  Agang tanggal: 15:Pebruari 2005  Nomor.z: 01 K/MN/2005 -yang telah
berkekuatan hukum tetap, datam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali,
dahulu sebagai Pemohon Kasasﬂ?emohon ‘Pailit dengan pcsxta perkara sebagai
berikut : Lo : o S : e
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A

Tentang Pemohon Pailit Sebagai Kreditur Dari Termohon Pailit Dan Termohon
Pailit Sebagai Debitur Dari. Pemohon Pailit;

Bahwa Pemohon Pailit adalah Kreditur dan Termohon Pailit dan Termohon

_ Pailit adalah Debitur dari Pemohon Pailit berdasarkan transaksi yang terjadi

“dengan dibelinya’ oleh Pemohon Pailit surat berharga berupa Surat Sanggup

(Promissory Note) dan Promissory Note yang diterbitkan oleh Termohon Pailit,

yakni sebagai berikut :

a. Suorat Sanggup (Promissory Note) Nomor 0161-Nomor 000331 dengan
pokok nominal sebesar USD 1,000,000.00 (satu juta dollar Amerika Serikat)
tertanggal 15 Juli 1997, dimana pihak yang bertindak selaku Agen Penjual
(Arranger) adalah PT. Trimegah Securities, dengan tanggal jatuh tempo

15 Juli 1998 (bukti P.1);

- b Surat Sanggup (Promzssory Note) Nomor 0162—N0mor (00332 dengan

. __pokok normnal sebesar USD. 1,000, 000.00 (satu juta dollar Amerika
 Serikat)’ tertanggal 15 Juli 1997 dimana pxhak yang bertindak selaku Agen

'__Pen_]ual (Arranger) adalah PT, Tnmegah Secumnes dengan tanggal jatuh
' .'tempo 13 Juli 1998 (bukti PZ)

c ' Surat, Sanggup (Pronnssory Note) Nomeor 2570/PEP/)7/97 dengan pokok

nommal sebesar USD. 1,000,000.00 (satu juta dollar Amerika Serikat)
tertanggal 31 Juli 1997, dimana pihak yang bertindak selaku Agen Penerbit
{(Arranger) adalah PT. Bank Bira, dengan tanggal jatuh tempo 31 Juli 1998
(bukti P.3);

... (Selanjutnya penyebutan surat berharga yakni Surat Sanggup (Promissory Note)
. Nomor 0161-Nomor (00331 dan Nomor 0162-Nomor 000332 serta Promissory
Note Nomor 2570/PEP/0TI9T. sebagmmana diuraikan di atas, selanjutnya
o masmg»masmg dasebut “Surat Sanggup” dan seluruhnya disebut “Seluruh Surat
- Sanggup”) : -
.- Bahwa dalam masing-masing Surat Sanggup Nomor 0161- Nomor 000331

274

dan Surat Sanggup Nomor 0162-Nomor 000332 dinyatakan bahwa
“dengan Surat Sanggup ini berjanji tanpa syarat untuk membayar kepada
PT. Trimegah Securities”, dalam hal mana PT. Trimegah Securites telah
mengalihkan dengan cara endosemen dalam blanko dimana berturut-turut
memperlihatkan suatu deretan tak terputus yakni dalam blanko Surat
.. Sanggup Nomor 0161-Nomor 000331 dan Surat Sanggup Nomor 0162-
- Nomor 000332 (terlampir sebagai bukti P.1 pada halaman belakang, dan
- bukti P2 pada halaman belakang). Pengalihan tersebut dilakukan scbelum
- hari jatuh tempo sampai dengan kepada pemegang terakhir, yakni Pemohon
Pailit.: Sehingga menurut: Undang-undang, pemegang terakhir adalah
pihak yang berhak-atas pembayaran pada saat jatuh tempo. Hal tersebut
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 176 Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang (selanjutnya disebut “KUHD”} jo. Pasal 115 ayat (1) KUHD;
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ot Bahwa kemudian dalam-Surat Sanggup Nomor 2570/PEP/07197 tanggal
st 31 Juli 1997 disebutkan bahwa:Termohon Pailit “dengan Surat Sanggup
ini berjanji tanpa syarat untuk membayar kepada Pembawa”, yakni
dalam hal ini adalah Pemohon Pailit sebagai Pembawa. Dengan melihat
ketentuan pada bukti P.3 Pemohon Pailit terlampir, maka jelas terbukt
bahwa Pemohon Paii t adalah pemegang dan/atau pemilik yang sah' dengan
menjadi Pembawa Surat :Sanggup tersebut. Oleh ‘karenanya' Pemohon
. Pailit berhak atas sejumlah pembayaran sebagaimana tertera dalam Surat
Sanggup pada tanggal jatuh tempo. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal
584 Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata™) jo.. Pasal 613
ayat (3) KUHPerdata, dimana mengatur-cara memperoleh kepemilikan
. atas Suorat:Sanggup, yakni diatur dalam.Buku II.Kitab. Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata), Bab 3 tentang Hak. Milik, Baglan Kedua

. tentang Cara Memperoleh Hak-Milik;

— Bahwa berdasarkan uraian-uraian dlatas jelas: bahwa Pemohon Pailit

. adalah pemegang dan/atau pemilik yang sah menurut hukum atas seluruh

- Surat Sanggup. (terlampir sebagai bukti P.1, bukti P2 dan bukti P.3),

. maka secara hukum Termohon Palht telah. berutang kepada Pemchon

RN Pailit dengan total nominal pokok sebesar USD -3,000,000.00 (tiga juta

- dollar Amerika Serikat), yang mana masing-masing jumlah yang terhutang

‘berdasarkan masing-masing Surat Sanggup tersebut harus dibayar tunas

secara sekaligus dan sekeﬂka oleh Termohon: Pazht kepada Pemohon

. Pailit seiambat—lambatnya pada tanggal jatuh tempo dari masing-masing

Surat Sanggup tersebut pacia huruf a, b,.c di atas, yakm Surat Sanggup

(Promissory Note) Nomor 0161 ~Nomor 000331 jatuh tempo tanggal 15

Juli 1998, Surat Sanggup (Promissory Note) Nomor 0162 -Nomor 000332

_ jatuh tempo tanggal 15 Juli 1998, dan Prormssory Note Nomor 2570/PEP
/07/97 jawh tempo tanggal 31 Juli 1998; -

~ . Bahwa lebih lanjut, Termohon Pailit telah mengakui dan mcngkonﬁnnamkan
_ berutang kepada Pemohon Pailit sebagalmana dlakmnya dan dikonfirmasikan
dalam Surat Termohon Pailit yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pemohon
Pailit dan Kantor Advokat & Konsultan, Hukum Augustmus‘ Hutajulu &
Rekan tertanggal 6 Oktober 2003 perlhal Konﬁrmam B

Daiam 1si surat Termohon Pailit dimaksud d:sebutkan bahwa
“bersama ini kami PT.. Polysindo Eka Perkasa; Tbk mengkonfirmasikan
bahwa perseroan tetap mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan seluruh

kewajiban atas Promissory Note kepada PT. Bahana Pembinaan Ussha
Indonesia” (bukti P4).

-Karenanya jelas terbukti ‘dan mohon akta bahwa Termohon Pm];t telah
‘mengakni utang Termohon Pailit dan memberikan konfirmasi atas adanya
kewajiban Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit, sehingga tidak terbantah
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lagi’serta: telah jelas dan:terang bahwa: Pemohon Pailit.adalah Kreditar

- dark Termohon Pailit, dan Termohon Pailit adalah Debitur dari Pemohon

Pazht

B Tentang Adanya Kewajlban Termohon Pailit Yang Jatuh Waktu Dan Dapat

276

D;taglh

. Bahwa Smat Sanggup Te;mohon Pailit ketiganya telah jatuh waktu, namun
" +../Termohon Pailit ttdak melakukan pembayaran atas seluruh kewajibannya,

ER- P

yakni & e
Surat Sanggup (Prormasory Note) Nomor: 0161-Nomor 000331 telah
‘jatuh-waktu padatanggal-15-Juli 1998; :
Surat Sanggup (Promissory Note) Nomor 0162-Nomor 000332 telah
- jatuh waktu pada tanggal 15 Juli 1998;
Promissory Note Nomor 2570/PEP/07/97 telah jatuh waktu pada

~tanggal 31 Juli 1998;
" Bahwa sampai dengan saat ini Termohon Pailit belum juga melakukan

pembayaran kepada Pernohon Pailit atas Surat Sanggup yang telah jatuh
waktu tersebut, meskipun Pemohon Pailit telab menagih seluruh hutang
yang telah jatuh wakti dan dapat ditagih tersebut, penagihan yvang dilakukan

“olel Pemohon Pailit telah berulang kali dengan mengirimkan surat tagihan
kepacla Termohon Pailit untuk melakukan pembayaran atas kewajibannya
yang telah }atuh waktu, yakni melalui surat-surat sebagai berikut :
a

Surat No. 008¢/SD/BPUVIV/2001 tanggal 27 April 2001 yang
diterbitkan oleh Pemohon Pa;ht d1tujukan kepada Termohon Pailit
(bukti P.5 (a))

""_Surat No. 074/I//BPUI/VI/2001 tanggal 11 Juni 2001 yang diterbitkan
oleh Pemohon Pailit, ditujukan kepada Termohon Pailit (bukti P.5

(b));

_E Surat No. 097/ALBPUI/VIL/2001 tanggal 25 Juli 2001 yang diterbitkan
_oleh Pemohon Pa111t chtu_]ukan kepada Termohon Pailit (bukti P.5

@)
Surat ‘No, IZI/IJIBPUUVIHQOOI tanggal 14 Agustus 2001 yang di

terbitkan oleh Pemohon Pailit, chtu;ukan kepada Termohon Pailit
(bukti'P.53 (d));

-+ Surat No. 177/BM/BPUFVII/2001 tanggal 15 Juli 2003 yang diterbitkan
" pleh Pemohon Pailit, ditujukan kepada Termohon Pailit (bukti P.5 (¢))

Surat dari Augustinus Hutajulu & Rekan, Advokat & Konsultan

“Hukum No:62/AHR-ADV/020/IX/03 tanggal 23 September 2003
. penhal Soma51 -yang -ditujukan kepada Termohon Pailit (bukti P-5

;-
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Namun sampai dengan saat ini tidak ada pembayaran dari pihak Termohon

- Pailit walaupun-dengan-cara mencicil sekalipun;

Bahwa karenanya berdasarkan bukti P.1 samipai ‘dengan bukti P-5 (a)
sampai dengan P-5 (f) Pemohion Pailit térlampir, tidak dapat dibantah dan
berdasarkan hukum telah ‘terbukti, bahwa masing-masing Surat Sanggup
tersebut sah :dan-mengikat:secara-hukum/: serfta masing-masing Surat

»Sanggup -telah jatuh waktu namun ' bélum dibayar-oleh Termohon Pailit.

" Disamping .itu ‘berdasarkan pengakuan: dan konfirinasi Termohon Pailit
=~ dalam bukti P4 seperti dinraikan: Pemohon Pailit-dalam huruf A angka 5
“diatas, maka terbukti juga bahwa Termohon:Pailit telah mengakui keabsahan
_pemilikan atas hak. tagih Pemohon Pailit yang lahir dari masing-masing

Surat Sanggup, karenanya Termohon Pailit wajib membayar utang yang
telah jatuh wakto tersebut kepada Pemohon Pailit; .

C. Tentang Adanya Utang Termohon Palht Kepada Kredltur Lam

Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Auditor
Independen Termohon Pailit dan Anak Perusahaan per tanggal 31 Desember
2003 .dan 2002 yang diserahkan Termohon Pailit.kepada Badan Pengawas

-Pasar Modal (BAPEPAM) (bukti.P.6),. diketahui-dan terbukti bahwa
... Termohon Pailit. Juga merupakan Deb;tur dari. beberapa Kreditur, yakni
diantaranya :: e REE ,

-+ at+Termohon: Palht memlhka utang hubungan istimewa pada perusahaan/

= Kreditur: yang -tergabong- dalam: Texmaco: Group (lihat halaman 47
" dan halaman 66), . yakni antara lain - &

410 PT. Citra Indah Textiles, beralamiit di Jalan H.R Rasuna Said Kav.

© X 6 No.8, Gedong Sentrd 'Mulia Lantai ‘10 ‘Suite 1001, Jakarta
““Selatan, *dengan jumlah utang’ sebesar Rp.- 47.256.116.546,00
-(empat puluh tujuh nilyar dua ratus limia puluh enam juta seratus
*enamibelas Tibu ' lima ratus’ emipat puluh‘enam rupiah);

" 2. "PT. Bima Peranan Busana beralamat di Talan H.R Rasuna Said
Kav. X-6 No. 8, Gedung Senfra Mulia Lantai 10 Suite 1001 Jakarta
Selatan, dengan jumlah utang sebesar Rp::13.868.218.881,00 (tiga

. ‘belas milyar delapan :ratus:enam puluh .deldpan: juta dua ratus
:delapan betas ribu- delapan ratus delapan puluh:rupiah);

'b. " Termohon’ Pailit- mémliki utang SewWa guna usaha yakm antara lain

kepada (likiat hataman 67) :

1. PT. Exim 5B Leasing, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman

Kay. 61-62, Gedung Stmitmas T Lantai* 8, Jakarta” Selatan;

- dengan jumlah utang ‘sebesar'Rp: 22.848.151.112,00 (dua puluh

dua milyar delapan ratus empat puluh clelapan Juta seratus lima
~puluh satu ribu seratus-dua belas rupiah);.. :
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2. PT. Koexim- Mandiri Finance; beralamat di Jalan Jenderal
Gatot Subroto Kav.-9-11, Gedung Menara Mulia Lantai 20
. Suite 2007 Jakarta Selatan, dengan jumlah utang sebesar
- Rp.12.063.054.259,00 (dua belas milyar enam puluh tiga juta
.. lima puluh. empat ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
. 3. -PT. Perjahl: Leasing Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 10-11, Gedung Midplaza I Lantai 9 Jakarta Jakarta
Selatan, denmgan jumlah utang sebesar Rp. 10.443.422.948,00
(sepuluh milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua

puluh dua ribu sembilan ratus empat paluk delapan rupiah);

c.”" Termohon Pailit memiliki utang pinjaman jangka pendek berupa
' fasilitas Letter of® Credit; antara lain kepada (lihat halaman 39 dan
halaman 40) - ' :
1. PT. Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 61-62, Sumitmas Tower II Lantai 10, Jakarta
- Selatan, dengan: jumlah utang sebesar Rp. 48.621.211.215,00
- (empat puluh delapan milyar enam ratus dua pulub satu juta
= .dua ratus sebelas ribu dua ratus lima belas rupiah);
* 2. PT. Bank Lippo Tbk., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav.
25, Plaza Lippo Lantai I Jakarta Selatan, dengan jumlah utang
sebesar Rp. 44.004.909.807,00 (empat puluh empat milyar empat
:.- juta sembilan ratus sembilan ribn delapan ratus tujuh rupiah);
3. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., beralamat di Jalan
Gajah Mada No.1 Menara Bank BTN Jakarta Pusat, dengan jumlah
~-utang sebesar Rp. 725.751.092,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta
... ... tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah);

. 4., Bangkok Bank.Singapura, beralamat di Bank Bangkok Bank
Building, . 180 Cecil. Street, Singapore, dengan jumlah utang
sebesar Rp. 27.960.719.332,00 (dua puluh tujubh milyar sembilan
ratus. enam puluh juta tujub ratus sembilan belas ribu tiga ratus
tiga puluh. dua rupiah);

Keseluruhan Kreditur tersebut di atas belum pernah menerima
- pembayaran:penuh atas utang-utangnya sampai dengan tanggal
- » diajukannya permohonan pailit ini. Sehingga dengan demikian terbukti

dan tidak dapat dibantah, bahwa Termohon Pailit saat ini mempunyai

sekurang-kurangnya dua atan lebih Kreditur; )

D .. Tentang pérmoﬁonan pernyataan pailit terhadap Pemohon Pailit telah sesuai
. dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998;

— .. bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon
Pailit mengaku berutang kepada Pemohon Pailit dan tidak mau memenuhi
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kewajibannya kepada Pemohon Pailit pada tanggal jatuh tempo. Disamping
itu Termohon Pailit juga memiliki utang kepada pihak lain (Kreditur lain),
sehingga persyaratan untuk dinyatakan pailit terhadap Termohon Pailit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1998 atau peraturan perundang-undangan lainnya baik itu sebagai
pengganti, penambah, pelengkap dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998
jika ada, telah terpenuhi. Oleéh kafenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 6
ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahuri 1998 atau peraturan perundang-
undangan lainnya baik it sebagai pengganti, penambah, pelengkap dan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998:jika ada, permohonan pernyataan
pailit ini terhadap Termohon Pailit harus dikabulkan;

E. Tentang Permohonan Slta Jamxnan

bahwa untuk mehndungl kepentmgan Pemohon Palht agar permohonan
Pemohon Pailit tidak sia-sia dan untuk menjaga agar Termohon Pailit

" tidak mengalihkan, memmdahtangankan atau upaya—upaya fainnya yang

- dapat berakibat merugikan hak dan kepentmgan Pemchon Pailit dalam

rangka mendapatkan pembayaran penth atas piutang-piutangnya; Pemohon

-Pailit dengan ini: mohon kepada-Majelis: Hakim Yang Terhormat, yang
‘memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita‘jaminan lebih dahulu atas

seluruh kekayaan Termohon Pailit sebelum putusan atas permohonan ini
ditetapkan, khususnya atas :

a. . Sebidang tanah berikut bangunan sesnai ;
' — . Sertifikat HGB No, 4/Sumberejo;
—  Sertifikat HGB No. 4/Nolokerto;
—  Sertifikat HGB No. 5/Sumberejo;
—  Sertifikat HGB No. 6/Sumberejo;.
~  Sertifikat HGB No. 6/Nolokerto;
—  Sertifikat HGB' No. 7/Nolokerto; dan' "
~  Sertifikat HGB No."11/Nolokerto; = "
yang terletak di-Desa Sumberejo, dan Desa Nolokerto, Kecamatan
Kaliwungn,” Kendal; Jawa:Tengah, seluruhnya: tercatat atas nama
Termohon Pailit;

b.  Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai
— . Sertifikat HGB- No. 7/Sumberejo; dan
— . - Sertifikat HGB No.-12/Sumberejo; . .
. yang terletak di‘Desa Svomberejo, Kecamatan Kahwungu Kendal,
Jawa Tengah, seluruhnya tercatat atas nama Termohon Pailit;
c.’ "Seb1dang tanah berikut bangunan, sesum o
o Sertifikat HGB No. 12/N010kerio .

.~ Sertifikat HGB No. 13/Nolokerto;
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= - dertifikat-HGB- No.-14/Nolokerto; ;o o
— - Sertifikat HGB No. 15/Nolokerto; dan’

+'— - Sertifikat HGB No. 16/Nolokerto;
o yanﬂ terletak di Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungn, Kendal,

Jawa Tengah seluruhnya tercatat atas nama Termohon Pailit;

. _Seb;dang tanah berikut bangunan sesuai :

— Ser_nﬁkat HGB No.:8/Kiarapayung; . ... '
— - Sertifikat-HGB: No.. 9/Kiarapayung;

— - Sertifikat HGB No. 10/Kiarapayung; -

yang terletak di Desa Kiarapayung, Kecamatan Klari, Karawang,
Jawa Barat, seluruhnya tercatat atas nama Termohon Pailit;
Sebidang tanah berikut bangunan sesuai :

Sertifikat HGB No 119/Gintungkerta, yang terletak di Desa
' _Gmtungkerta Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat tercatat atas
' :nama Termohon Pailit;’

. Sebidang tanah berikut bangunan sesuai :

-+ Sertifikat HGB No. 23/Kiarapayung, vang terletak di Desa Kiarapayung,
-+ Kecamatan Klari Karawang Jawa Barat tercatat atas nama Termohon
+- Pailit; o :

Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :

Sertifikat HGB No. 37/Kiarapayung, yang terletak di Desa Kiarapayung,
Kecamatan Klari, Karawang Jawa Barat tercatat atas nama Termohon
Pailit; : :

Sebidang tanah beﬂkut bangunz}n,'sesuai :

~  Sertifikat HGB No. 16/Sumberejo;

—  Sertifikat- HGB No. 20/Sumberejo; dan

—  Sertifikat HGB: No. 21/Sumberejo;

yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwung, Kendal Jawa
Tengah, seluruhnya tercatat atas nama Termohon Pailit;

E  Tentang Penunjukan Kurator Sementara.
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" Bahwa untuk melindungi kepentingan Kreditur pada umumnya dan Pemohon
Pailit pada khususnya selama penetapan’ atas permohonan pernyataan
pailit: terhadap : Termohon Pailit belum dikeluarkan, maka sesuai dengan
ketentuan. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998,
Pemohon Pailit dengan ini. mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim
yang terhormat, vang menﬂadiii perkara ini, untuk menunjuk Kurator
Sementara guna mengawasi penoeiolaan usaha Termohon Paiiit dan
mengawasi pembayaran kepada para Kreditur, pengalihan atau pengagunan
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2
3.

kekayaan Termohon Pailit dimana rangka kepailitan:memertukan persetujuan
Kurator, _

Bahwa Kurator Sementara dan Kurator Kepaihtan yang Pemohon Pailit
usulkan adalah :

13. Pontas Sinaga dari Kantor Maraja & Partners beraiam'at di Wisma
Bumiputera Lantai 18, Jalan Jenderal Sud:rman Kav 75, Jakarta
Selatan, dan

‘2). Syarif Bastaman dari Kantor Bastaman’ & Pal tners Attorneys at law,

Receiver & Administrator beralamat di Surya Bulldmg Lanta: 7, Jalan
M.H. Thamrin Kav, 9, Jakarta Pusat '

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tei's'ébu't diatas Pé}ﬁbh'on:'P:aﬁl'i't:mohon kepada
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negert Takarta Pusat untuk memberlkan putusan
sebagai berikut z o : :

Menerima dan mengabulkan permochonan Pemohon’ untuk selumhnya

Menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya g

: _Menunjuk Pontas Smaga cian Kantor Maraja & Partﬂers bela]amat di Wisma

Bumlputera Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta Selatan dan
Syarif Bastaman dari Kantor Bastaman & Partners, Attorneys at Taw, Receiver &
Administrator beralamat di Sirya Building Lantai 7, Jalan'M.H. Thamrin Kav.
9, Jakdrta Pusat,"sebagai Kurator Sementara (yaitu) untuk “selama penetapan
atas permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon:belum dfkeiuarkan dan

a.

- selanjutnya sebagai Kurator dalam kepailitan: Termohon;
"Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap :

Sebidang tanah berikut bangunan',"_SE';s_u:ai i
—  Sertifikat HGB No. 4/Sumberejo;
~  Sertifikat HGB No. 4/Nolokeérto;
—  Sertifikat HGB No. 5/Suimberejo;

-~ Sertifikat ' HGB No.. 6/Sumberejo;.. . -

- Sertifikat HGB No. 6/Nolokerto; -+ -

—  Sertifikat HGB No. 7/Nolokerto; dan

—  Sertifikat HGB No. 11/Nolokerto;

yang terletak di Desa Sumberejo, dan Desa Nolokerto, Kecamatan Kaliwungu,
Kendal, Jawa Tengah, selurvhnya tercatat atas nama. Tennohon :
Sebidang tanah berikut bancunzm sesuai ’

~  Sertifikat HGB No. 7/Sumberejo; dan

—  Sertifikat HGB No. 12/Sumberejo; |

yvang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan K'lhwungu KendaE Jawa
Tengah, scluruhnya tercatat atas nama Termohon; -
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- Sebidang tanah: berikut bangunan; sesuai 1+ o i D e

—  Sertifikat HGB No. 12/Nolokerto;
- Sertifikat HGB No. 13/Nolokerto;

= Sertifikat HGB No. 14/Nolokerto;
'~ Sertifikat HGB No. 15/Nolokerto; dan

~  Sertifikat HGB No. 16/Nolokerto;

_ yang terletak di Desa Nolokerto, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa

Tengah, seluruhnya tercatat atas nama Termohon;
Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :

—  Sertifikat HGB No. 8/Kiarapayung;

- Sertifikat HGB No. 9/Kiarapayung;

= Sertifikat HGB No. 10/Kiarapayung;

yang terletak di Desa Kiarapayung, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa

. Barat, seluruhnya tercatat atas nama Termohon;

Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :

Sertifikat HGB No. ll9letungkerta yang terletak di Desa Gmtungkerta,

:'_'Kecamatan Klari; Karawang, Jawa Barat, tercatat atas nama Termohon;

~ Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :

- Sertifikat, HGB No. 23/Kiarapayung, yang terletak di Desa Kiarapayung,
- Kecamatan Klari Karawang Jawa Barat, tercatat atas nama Termohon;

Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :

Sertifikat HGB No. 37/Kiarapayung, yang terletak di Desa Kiarapayung,
Kecamatan Klari, Karawang Jawa Barat, tercatat atas nama Termohon;
Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :

—  Sertifikat HGB No. 16/Sumberejo;

—  Sertifikat HGB No. 20/Sumberejo; dan .

—  Sertifikat HGB No. 21/Sumberejo;

yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwung, Kendal Jawa
Tengah, seluruhnya tercatat- atas nama Termohon;

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusan tanggal
20 Desember 2004 No. 43/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

Menolak Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon;

Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah);
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- Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI.:tanggal 15 Februari
2005 Nomor. 01 K/N/20035 yang -telah- berkekuatan -hukom tctap tersebut adalah
sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasam dan Pemohon Kasam P'I‘ BAHANA
PEMBINAAN UFSAHA INDONESIA - (PERSERO) tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilaii Niaga pada Pengadilan Negeri' Takarta Pusat
tanggal 20 Desember 2004 Nomor 43!Patht/2(}04/PN Nlagallkt Pst;

MENGADILI SENDIRI

Mengabuikan pf:rmoh(man Pemohon untuk sebagian;

_ Menyatakan Termohon PT. Poiysmdo Eka Perkasa, Tbk pmilt dengan segala
akibat hukumnya; .

Memerintahkan Pengadllan N 1aga pada Pengadllan Negen Jakarta Pusat untuk
mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dan Kurator; . L

i Menolak gugatan yang se]eblhnya

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar blaya perkara dalam dua tingkat
peradilan, yang dalam peradllan tlngkat kasasi ini dltetapkan sebesar Rp 5.600.000.-
(lima juta rupiah): .

Memmbang, bahwa'sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut
in casu putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Februari 2005 Nomor 01 K/N/2005
diberitahukan kepada Termohon Kasasi ‘dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan
strat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2005 digjoukan perinchonari’ Peninjatian Kembali
secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat'pada tanggal 3
Maret 2005 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat.alasan-alasan
permohonannya yang diterima -di - Kepaniteraan -Pengadilan Negeri/Niaoa Jakarta
Pusat pada tanggal 3 Maret 2005 ita jupa dan tambahan memori Penmjauan Kembah
pada tanggal 14 Maret 2005; : R : :

Menimbang, bahwi tenting pemmhonan Pemnjauan Kembiali tersebut telah
diberitahukan kepada- pihak lawan:dengan-seksama pada tanggal ‘4 Maret 2005,
kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah:diajukan jawaban yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 9 Maret 2005;

Menimbang; bahwa  oleh karena’ itu ‘sesuai dengan Pasal 296, 297 dan 298
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, permohonan Peninjanan-Keimbali a quo
beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara
vang ditentukan Undang-undang oleh Larena itu secara forrmI dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjanan Kembali telah mengajukan alasam
alasan Peninjanan Kembali pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti melakukan Lekehruan yang nyata dan tldaic melaksanakan
hukam. -
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.o Bahwa: judex: facti- telah melakukan- kekeliruan atau:salah menerapkan

“: hukum pada pertimbangan hukum halaman 30; '

—  Bahwa terbukti dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya yaitu :
Majelis Hakim Agung tetap mempertimbangkan foto copy dari suatu
surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan jelas-jelas telah
melanggar Undang-undang sebagzumana yang ternyata dalam Pasal 1888
KUHPerdata; . :

—  Bahwa seharusnya bukti yang berupa foto copy harus dikesampingkan
dan tidak dijadikan: bahan pertimbangan karena tidak mempunyai nilai
bukti;

- Selain itu Ma_]ehs Hakim telah salah menafsirkan Undang—Undang yaitu

' Pasal ‘1915 jo. Pasal 1922 KUHPerdata karena bukti foto copy tanpa
ditunjukkan aslinya sebagai dasar persangkaan-persangkaan Majelis Hakim
Kasasi. Kalau kita' perhatikan hakekat bukti persangkaan Majelis Hakim
Kasasi ini lebih bersifat kesimpulan dari kenyataan dan sebagai hasil
persepsi pantulan ke dalam perasaan Hakim, terutama jika kesimpulan
persangkaan itu bisa saja sebagai hasil yang ditarik dari kejadian-kejadian

~dalam persidangan belaka. Apakah dalam hal ini tidak akan lebih banyak
berbicara perasaan Hakim dan pada kenyataan dan ratio?. Sebab itu alat
bukti ini lebih mirip dari suatu persepsi Hakim atas kejadian-kejadian
yang terjadi dalam sidang atau persepsi yang disimpulkan dari ketentuan
‘Undang-undang. Persangkaan itu kalau begitu tidak berdiri sendiri sebagai
_alat bukti. Lebih tepat kalau dikatakan sebagai sarana yang dipergunakan
untuk menerapkan alat-alat. bukti yang lain, yang tidak bisa berfungsi aktif

... berdiri sendiri. sebagai alat bukti;
.~ - Dalam perkara-ini bukti foto copy tanpa dltunjukkan aslinya dihubungkan

: dengan bukti foto copy surat perjanjian pembukaan letter of credit ranggal
12 Mei 1977 yang juga tanpa ditunjukkan aslinya dijadikan persangkaan-
persangkaan Majelis Hakim Kasasi sangatlah bertentangan dengan Pasal

- 1922 KUHPerdata, karena hakekat pengertian Pasal 1922 KUHPerdata
adalah persangkaan itu hanyalab boleh dianggap dalam hal-hal dimana
- Undang-Undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi padahal

- perkara ini tidak. ada saksi-saksi; :

—.. Bahwa oleh karena itu putusan _]udex facti harus dibatalkan Mahkamah
Agung;

2." Bahwa Majelis ‘Hakim Kasasi juga telah salah dalam penerap'm hukum pada

perumbangan halaman 31 alinea 3 dan 4.

' 'Bahwa alasan tersebut d1 atas chdukung oleh fakia~fakta hukum dan bukn bukti
sebagal berikut :

~ " Terbukti Persidangan Pertama sampal denoan persidangan terakhir, dasar
piutang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit yaitu (i) Surat Sanggup
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.- (Promissory :Note) Nomor 0161-Nomer 000331 dengan. pokok nominal
sébesar USD 1,000,000.00.(satu juta-dollar Amerika Serikat) tanggal 15
Tuli 1997 (bukti P-1), (ii) Surat Sanggup (Promissory Note) Nomor 0162-

. Nomor 000332 dengan pokok nominal sebesar USD 1,000,000.00 (satu

_ . juta dollar, Amerika Serikat) tanggal 15 Juli 1997 (bukti P-2) dan (iii)

. Promissory Note Nomor 2570/PEP/07/97 dengan pokok nominal sebesar

_USD 1,000,000.00 (satu juta dollar Amerika Serikat) tanggal 31 Juli 1997

' (bukti P-3), adalah CACAT HUKUM, karena terbukti :

2 Surat Sanggup (Pronnssory Note) Nomor 0161 Nomor : 000331

' tanggal 15 Juli 1997 (bukti P-1) dan Surat Sanggup (PI'OmlSSOl'y
Note) Nomior 0162-Nomor 000332 tangga] 15 Juli 1997 (bukti P-2)
adalah cacat hakum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun,
karena hanya terdapat satu tanda tangan yang seolah-olah tanda tangan
dan Direktur yaite M. Sinivasan dan satn orang Komisaris yaitu T.
Bakthavatsalam (tanda tangan mana masih dibantah), akan tetapi
tidak ada tanda tangan dari dua orang Komisaris Termohon Pailit
(PT. Polysindo Eka Perkasa, Tbk) dan tidak ada persetujuan tertulis

¢~ . odari dua orang Komisaris (PT. Polysindo Eka Perkasa, Tbk);

b. Promissory Note Nomor 2570/PEP/07/97 tanggal 31 Juli-1977 (bukti
P-3), juga cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum
.apapun; karena diduga lebih parahnya-hanya.di tandatangani oleh
.. seorang Financial Controller yang bernarma A.R: Parmananthen (Bukan
. Direktur ataupun Komisaris) yang Tidak Mempunyai Hak Apapun
univk mewakili: Perseroan. didalam menandatangan Promissory Note;
Padahal berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar Termohon

. Pailit (PT. Polysmdo Eka Perkasa Thk) (buktl T4) jelas mengatur
‘dan mewajibkan :

“Bahwa seluruh dan settap transaksi atas nama Termohan Pailit
harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Komzsarzs atau

: har_us mendapatkan tanda tangan dari sedzk_zmya_z_(dua) orang
Komisaris”;

— Bahwa dalil-dalil Termohon Palht tersebut d;atas telah dldukung oleh
yurisprodensi-yurisprudensi ‘yang mana telah’ dxa;ukan oleh’ Termohon
Pailit di dalam persidangan yaitu sebagai bukti T-5 dan bukti T-6 (putusan
mana yang telah diputus oleh Ibu Mariana Sutadi, SH selaku Wakil Ketua
Mahkamah Agung RI bidang Pengawasan dan Yudisial) yang intinya :

“Surat Sanggup” tersebut dibuat dan ditandatangani secrang pejabat
tanpa sepengetahuan dari dewan komisaris perseroan terbatas
secara yuridis adalah tidak sah dan tidak dipertanggung jawabkan
pembavarannya kepada: perseroan terbatas tersebut;

—  Bahwa Pemohon Pailit sendiripun mengakui cacatnya 3 (tiga) Surat Sanggup
tersebut yaitu dengan mengajukan 3 (tiga) Surat Sanggup tersebut sebagai
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bukti dalam perkara a quo yaitu bukti P-1 dan P-3-kehadapan persidangan,
- sehingga terbukti Pemohon Pailit mengakui tldak adanya hutang antara
‘Termohon Pailit dengan Pemohon Pailit;

Hal mana dikuatkan dengan’ yurisprudensi - tetap Mahkamah Agung RI
" No. 26 PK/N/1999 tertanggal 08 Desember 1999 dan yurisprudensi tetap
Mahkamah Agung RI No. 21 KfN/ZDOO tertanggal 01 Agustus 2000;

- Bahwa terbukn dan tidak dapat dibantah lagi kcbenarannya yaitu
permohonan pailit harus ditolak karena tidaklah memenuhi syarat pailit
yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 memmuskan persyaratan agar Debitur dmyatakan Palht yakni :

- Debltur mempunyai dua atau lebih kreditur;

.~ ..Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh
waktu dan dapat ditagih,

3. Bahwa antara PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk selaku Pemohon Peninjauan
= Kembali/semula Termohon Kasasi/semula-Termohon Pailit dengan PT. Bahana
Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) selaku Termohon Peninjauan Kembali/
semula Pemohon Kasasi/semula Pemohon Pailit telah terjadi suatu kesepakatan
untuk ‘menyelesaikan utang-utang PT. Polysindo Eka Perkasa;

‘Bahwa kesepakatan tersebut tertuang didalam Perjanjian Penyelesaian Utang
" tertanggal 10 Maret 2005, yang ditandatangani oleh PT. Bahana Pembinaan
* Usaha Indonesia (Persero) dengan Bapak S, Wairo, SH dalam kapasitasnya selaku

pribadi (personal garansi) yang membawa kepentingan Pemohon Peninjauan
- Kembat (PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk) (bukti Pk-1);

Bahwa dengan telah selesainya penyelesaian utang PT. Polysindo Eka Perkasa
Tbk selaku Pemohon Peninjauan Kembali/semula Termohon Kasasi/semula
- Termohon Pailit tersebut di atas, maka terbukti dan tidak dapat dibantah lagi
- kebenarannya yaitu permohonan pailit harus ditolak karena tidaklah memenuhi
syarat pailit yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 merumuskan persyaratan agar Debitur dinyatakan Pailit, yakai :

~—  Debitur mempunyax dua atau lebih Kredatur,

- - '_ Debitur tidak membayar lunas sedlkltnya satu utang yang telah Jatuh waktu
~ dan ddpat ditagih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-
alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagal berikut :

mengenai alasan-aiasan ad.1, ad.2 dan ad.3 ;
bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan

Majelis  Kasasi tidak terdapat kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud
oleh-Pasal 295 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;
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- bahwa: alasan . Pemohon Peninjavan.Kembali yang keberatan atas:bukti-foto
copy -tidak :dapat  dibenarkan,:oleh .karena -pertimbangan® Majélis: Hakim: Kasasi
bertampu pada bukti P.9, dimana dalam bukti tersebut dinyatakan bahwa PT.
Polysindo (Pemohon Peninjanan Kembali) mengaku mempunyai kewajiban Unsecured
Commercial paper lebih dari US $ 400.000.000,- (empat ratus juta dolar) kepada para
Kreditur termasuk BPPN. Pengakuan ini menunjukkan bahwa Pemohon Peninjanan
Kembali mempunyai lebih dari dua Kreditur. Salah satunya adalah bukti foto copy
surat Bank Lippo 11 Oktober 2004 dan 23 November 2004;

bahwa bukti foto copy tidak harns selalu dlkesampmgkan sebab 'lpablia dari
segala keadaan cukup persangkaan telah ada utang, maka buktl foto copy harus
diterima sebagai:buktipersangkaan; proci i e :

bahwa alasan cacat hukum promissory note karena tidak méemenuhi ketentuan
aturan internal Pemohon Peninjanan Kembali juga :tidak: dapat.dibenarkan, oleh
karena halangan adanya cacat hukum hal tersebur adalah urusan intern Pemohon
Peninjauan Kembali dan sedikitpun tidak mengurangi kenyataan adanya utang
Pemohon Peninjavan Kembali kepadd Termohon Peninjauan Kembali yang telah
jatuh tempo;

Menimbang, bahwa berdasatkar pertimbangan"tetSebut di atas, maka permohonan
Peninjavan Kembali vang diajukan oleh : PT. POLYSINDO EKA PERKASA, Tbk.
tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembah dltolak
maka biaya perkara dalam i’enm;auan Kembah ini dtbebankan kepada Pemohon
Peninjavan Kembali;

Memperhatikan pasai~pas£i}:daﬁ Undang—Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta Undang-
undang lain yang bersangkutan

MENGADIL1}

Menolak permohonan Peninjauvan Kembali dari : PT. POLYSINDQO EKA
PERKASA, Tbk. tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat Peninjanan Kembali ini yang ditetapkan sebesar
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permuosyawaratan Mahkamah Agung pada
hari RABU tanggal 18 MEI 2005 dengan BAGIR MANAN Ketua Mahkamah
Agung R.I sebagai Ketua Majelis, LB. NGURAH ADNYANA, 8.H. Hakim Agung
dan HARIFIN A. TUMPA, S§.H.M.H. Ketua Muda Mahkamah Agung R.1. sebagai
Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
HARI ITU JUGA oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh LB. NGURAH
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ADNYANA, SH. dan ARIFIN TUMPA; S.H.M.H Hakim-Hakim Anggota dan
RAHMI MULYATIL, S.H.M.H. Pamtera—Pengganu dengan tidak dihadiri oleh kedua
belah plhak

HiimHakim Angsota  Ketua
o ud, . L owd .
LB, Ngarah Adnyana, SH. SR Bagi_:j* Manan .. -
: td. .. o . .

Harifin Tumpa, SH.MH. -

Panitera Pengganti. “
ted.
Rahmi Mulyati, SH.MH. .

Biaya-biaya :
1. Meterai ..o crernssserrrenns. RP. 6,000,
2. Redaksi Putusan... crsseeneenens RD. 1.000,-

3. . Administrasi Kasa31...._._ .......... e s RP. . 9.993.000,-
e Jumlah Rp.I0.000.000,'—

(sepuluh juta rupiah)
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~PUTUSAN. - .
* ‘Nomor : 01 K/N/2005

' DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memenksa perkara maga da]am tmgkat kasas: telah mengambxi putusan sebagai
berikat dalam perkara kepailitan antara: -

PT. BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO),
berkedudukan di Graha Niaga Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman Kav.
58 Jakarta Selatan, dalam hal ini dlwakih oleh kuasanya Salim Radjiman,
. SH dan kawan-kawan, para Advokat dan Kantor Radpman Bilitea Madelar
. Law Firm, beralamat di Plaza DM, Lantai 20 Suite 2005, Jalan Jenderal
"Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

23 Desember 2004 sebagaj Pemohon Kasasx dahqu Pemohon Pailit;

melawan: '

: Z'PT POLYSINDO EKA PERKASA Tk, berkeduditkan' di Sentra Mulia

Suite 1009 Lantai 10, Jalan H:R.'Rasuna ‘Said Kav. X-6 No. 8, Jakarta

- Selatan,” dalam-hal ini diwakili: oleh:koasanya: Hotman Paris Hutapea,

i :SHdan kawan-Kawan, para Advokat dari Kantor -Advokat -& Konsultan

Hukum: Hotman: Paris -& Partners,: beralamat-di : Gedung - Summitmas I,

~Lantai ‘18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta Selatin, berdasarkan

--'surat kuasa khusus tanggal 02 November 2004 sebagal Termohon Kasasi
“dahulu Termohon Palht = - i

' Mahkamah Agung tersebut e
o Membaca surat-surat yang bersangkutan L

Memmbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon
Kasas1 _sebagai. Pemohon Pailit -telah. mengajukan_ .permohonan pernyataan patlit
dimuka persidangan Pengadllan Nlaga pada Pengadﬁan Negen Jakarta Pusat, pada
pokoknya: atas dalil-dalil : fein T : s

A Tentang Pémohon Pallit Sebagal Kreditur Dan Termohon Paaht Dan ‘Termohon
Pailit Sebagai ‘Debitur Dari Pemohon Pailit;

: Bahwa Pemohon Pailit adalah Kreditur’ dari Tennohon ‘Pailit dan Termohon
Pailit adalah Debitut’ dari Pemohon Pailit berdasarkan transaksi ‘yang terjadi
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dengan dibelinya coleh Pemohon Pailit’ surat berharga berupa Surat Sanggup
(Promissory Note) dan Promissory Note yang diterbitkan oleh Termohon Pailit,
yakni sebagai berikut :

_ a. Surat Sanggup (Pmmxssory Note) Nomor 0161-Nomor 000331 dengan

" pokok nominal sebesar USD 1,000,000.00 (satu juta ‘dollar Amerika
Serikat) tertanggal 15 Juli 1997, dimana pihak yang bertindak selaku
Agen Penjual (Arranger) adalah PT. Trimegah Securities, dengan
tanggal jatuh tempo 15 Juli 1998 (bukti P.1);

b.  Surat Sanggup (Promissory Note) Nomor 0162-Nomor 000332 dengan
~pokok nominal sebesar USD. 1,000,000.00 (satu juta dollar Amerika
Serikat) tertanggal 15 Juli 1997, dimana pihak yang bertindak selaku
Agen Penjual (Arranger) adalah PT. Trimegah Securities, dengan

‘o' tanggal jatub tempo©15 Juli 1998 (bukti P.2); -
" ¢ Surat Sanggup (Pfomiss_ory- Note) Nomor 2570/PEP/07/97 dengan

" 'pokok nominal sebesar USD. 1,000,000.00 (satu juta dollar Amerika

Serikat) tertanggal 31 Juli 1997, dimana pihak yang bertindak selaku

' Agen Penerbit (Arranger) adalah PT. Bank era dengan tanggal jatuh
temp() 3l Juli 1998 (buktl P.3); '

(Seiangumya penyebutan surat berharga yakm Surat Sanggup (Promissory
Note) Nomor 0161-Nomor 000331 dan Nomor 0162 — Nomor 000332
serta Promissory Note Nomor 2570/PEP/(7/97 sebagaimana divraikan di

.. atas, selanjutnya masing-masing disebut “Surat Sanggup” dan seluruhnya

disebut “Seluruh Surat Sanggup™);

Bahwa dalam masing-masing Surat Sanggup Nomor 0161-Nomor 000331
dan - Surat Sanggup Nomor 0162-Nomor 000332 dinyatakan bahwa
“dengan Surat Sanggup ini berjanji tanpa syarar untuk membayar kepada

- PT.Trimegah Securities”, .dalam- hal mana PT. Trimegah Securites tefah

mengalihkan dengan cara endosemen dalam blanko dimana berturut-turut
mempertihatkan suatu deretan tak terputus yakni- dalam blanko Surat
Sanggup Nomor 0161-Nomor 000331 dan Surat Sanggup Nomor 0162-
Nomor 000332 (terlampir sebagai bukti P.1 pada halaman belakang, dan
bukti P.2 pada halaman belakang). Pengalihan tersebut dilakukan sebelum
hari jatuh tempo sampai dengan kepada pemegang terakhlr yakni Pemohon

" Pailit.’ Sehingga® menurut’ Undang-undang, ‘pemegang - terakhir ‘adalah
.+ pihak yang berh_ak atas pembayaran pada saat jatuh tempo. Hal tersebut
- sebagaimana ditegaskan’dalam Pasal’ 176 Kitab Undang-Undang Hukum

Dagang (selanjutnya disebut “KUHD”) jo. Pasal 115 ayat (1) KUHD; -

Bahwa kemudian dalam Surat Sanggup Nomor 2570/PEPIO7/97 tanggal
31 Juli 1997 disebutkan bahwa Termohon Pailit “dengan Surat Sanggup

. -Ini berjanji tanpa syarat untuk membayar kepada Pembawa”, yakni

dalam hal ini adalah Pemohon Pailit sebagzu pembawa, Dengan mehhat
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ketentuan pada bukti P.3 Pemohon. Pailit terlampir, maka jelas terbukti
bahwa Pemohon Pailit adalah pemegang dan/atau pemilik yang sah dengan
menjadi pembawa Surat Sanggup tersebut. Oleh karenanya Pemohon
Pailit berhak atas sejumlah pembayaran sebagaimana tertera dalam Surat
Sanggup pada tanggal jatuh tempo. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal
584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) jo. Pasal 613
ayat (3) KUHPerdata, dimana mengatur cara memperoleh ke pemilikan
atas Surat Sanggup, yakm diatur dalam Buku II Kitab Undang Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata), Bab 3 tentang Hak Milik, Bagmn Kedua
tentang Cara Memperoleh Hak Milik;

— Bahwa ‘berdasarkani uraian-uraian’ diatas, jelas télah bahwa Pemohon
Pailit adalah pemegang dan/atau pemilik yarig sah menurut hukum atas
+ seluruh Surat Sanggup-(terlampir sebagai bukti P.1,:bukti P2 dan bukti
- P.3), maka secara hukum Termchon Patilit telah berutang kepada Pemohon
- Pailit dengan total -nominal pokok sebesar-USD 3,000,000.00 (tiga juta
-dollar Amerika: Serikat), yang mana masing-masing jumiah yang terhutang
-berdasarkan masing-masing: Surat Sanggup tersebut harus dibayar funas
- secara sekaligus dan seketika oleh- Termohon. Pailit: kepada Pemohon
~:Pailit selambat-lambatnya pada -tanggal jatuh tempo din masing-masing
Surat Sanggup tersebut pada huruf a, b, c diatas, yakni Surat Sanggup
(Promissory Note) Nomor 0161-Nomor 000331 jatuh tempo tanggal 15 Juli
1998, Surat Sanggup (Promissory Note) Nomor 0162-Nomor 000332 jatuh
tempo tanggal 15 Juli 1998, dan Promissory Note Nomor 2570/PEP/OT/G7

. jatuh tempo tanggal 31 Iuh 1998 '

—  Bahwa lebih lanjut, Termohon Pailit telah mengakul dan men gkonﬁrmas;kan
berutang kepada Pemohon Pailit sebagaimana diakuinya dan di
‘konfirmasikan dalam’ Surat Termohon Pailit yang ditujukan kepada

" Kuasa Hukum Pemohon Pailit dari Kantor Advokat & Konsultan
Hukum Augustinus Huta}ulu & Rekan tertaraggal 6 Oktober 2003 perihal
' _Konﬁrmasn

Dalam isi surat Termohon Péi]}t dimaksud disébutka'r'i'béhwa
“bersama ini kami PT. Polysindo Eka Perkasa, Tbk mengkonﬁlmas;kan
_bahwa perseroan tetap mempunyal itikad baik untuk menyeieszui{an selurah

kewajiban atas Promissory Note kepada PT. Bahana Pembinaan Usaha
Indonesia.” (bukti P.4).

:Karenanya jelas terbukti dan’ mohon akta ‘bahwa Termohon Palilt telah
mengakui utang Termohon Pailit dan memberikan konﬁrmasx atas adanya
kewajiban Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit, sehmgga tidak terbantah
lagi serta telah jelas dan terang bahwa Pemohon Pailit adalah Kreditur
dari Termohon’ Pail:t dan Termohon Palilt adaiah Debatur dan Pemohon
Pailit;
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B.:Tentang Adanya: Kewajiban Termohon:Pailit Yang Jatuh -Waktu - Dan Dapat
Dltagxh

292

Bahwa Surat Sanggup Termohon Pailit ketiganya telah jatuh waktn, namun
Termohon Palht tidak melakukan pembayaran atas seluruh kewajibannya,
yakni ;

a.  Surat Sanggup (Promissory Note) Nomor 0161-Nomor 000331 telah

jatuh waktu pacla tanggal 15 Juli 1998;

5. Surat Sanggup (Promissory Note) Nomor 0162-Nomor . 000332 telah
jatuh waktu pada tanggal 15 Juli 1998;

¢, .Promissory Note Nomor 2370/PEP/07/97  telah Jatuh waktu pada
tanggal 31 Juli 1998;

Bahwa sampai dengan saat ini. Termohon Pailit belum juga melakukan
pembayaran kepada Pemohon Pailit atas Surat Sanggup yang telah jatuh
waktu tersebut, meskipun Pemohon Pailit telah menagih seluruh hutang
yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut, penagihan yang dilakukan
oleh Pemohon Pailit telah berulang kali dengan mengirimkan surat tagihan
kepada Termohon Pailit untuk melakukan pembayaran atas kewajibannya
yang telah jatuh waktu, yakni melalui surat-surat sebagai berikut :

a.  Surat No., 008e/SD/BPUIAV/2001 tanggal 27 April 2001 yang
~ diterbitkan oleh' Pemohon Pailit, datUJukan kepada Termohon Paitit
(bukti P.5 (a));

b, Surat No. 074/L/BPUI/VI/2001 tanggal 11 Juni 2001 yang diterbitkan

oleh Pemohon Pailit, dltujukan kepada Termohon Pailit (bukt; P.5
(b)) |
c. Surat No. 0971)/BPUIVIV2001 tanggal 25 Juli 2001 yang diterbitkan
" oleh Pemohon Pailit, ditUJukan kepada Termohon Pailit (bukti P.5
S ©)

d.  Surat No. IZI/IJ/BPUI/VIII/ZOOI tanggal 14 Agustus 2001 yang
diterbitkan oleh Pemohon Pailit, ditujukan kepada Termohon Pailit
{bukti .5 (d));

e.  Surat No. 177/BM/BPUYVII/2001 tanggal 15 Juli 2003 yang diterbitkan

"~ oleh Pemohon Pailit, ditujukan kepada Termohon Paliit (bukti P.5 (e))
dan

£ Sovrat dan Augustinus Hutajulu & Rekan, Advokat & Konsultan

Hukum No. 62/AHR-ADV/020/IX/03 tanggal 23 September 2003
penhai Somasx, yang dltu_]ukan kepada Termohon Paxht (bukti P35
;.

. Namun sampaa dengan saat ini tldak ada pembayaran dan pihak Termohon

Pailit walaupun dengan cara mencicil sekalipun;
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- Bahwa karenanya berdasarkan -bukti:P.1 sampai dengan bukti P-5 (a)
sampai dengan P-5 (f) Pemohon Pailit terlampir, tidak dapat dibantah dan
- berdasarkan hukum telah terbukti, bahwa masing-masing Surat Sanggup
 tersebnt .sah dan menglkat secara hukum, serta masing-masing Surat
: Sanggup telah Jjatuh waktu namun. belum dibayar oleh Termohon Pailit.
D;sampmg itu berdasarkan pengakuan dan konfirmasi Termohon Pailit
dalam bukti P4 seperti diuraikan Pemohon Pailit dalam huruf A angka 5
diatas, maka terbukti juga bahwa Termohon Pailit telah mengakm keabsahan
pemlhkan atas hak’ tagih Pemohon Pailit yang lahir dari masing-masing
" Surat Sanggup, karenanya Termohon Pailit wajib membayar utang yang
telah jatuh wakin' tersebut kepada Pemchon Pailit;

C. Tentang Adanya Utang Termohon Palilt Kepada Kreditur Lain.

Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Auditor
Independen Termohon Pailit dan Anak Perusahaan per tanggal 31 Desember
2003 dan 2002 yang diserahkan Termohon Pailit kepada Badan Pengawas Pasar

- Modal (BAPEPAM) (bukti P.6), diketahui dan terbukti bahwa Termohon Pailit
juga meropakan Debitur dari -beberapa Kreditur, yakni diantaranya :

a. Termohon Pailit memiliki utang :hubungan istimewa pada perusahaan/
Kreditur yang tergabung dalam Texmaco Group (hhat halaman 47 dan
--halaman 66}, yakni antara lain :

1. PT.-Citra Indah Textiles, beralamat-di Jalan H.R ‘Rasuna Said Kav.
X6 No.8, Gedung Sentra Mulid Lantai 10 Suite 1001 Jakarta Setatan,
. ...dengan jumlah uwtang. sebesar Rp. 47.256,116.546,00 (empat puluh
tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus enam belas ribu

. Jima ratus empat puluh enam rupiah);

207V PT. Bima Peranan ‘Busana, beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Kav.
.+ X-6 No: 8, Gedung Sentra Mulia Lantai 10 Suite 1001 Jakarta Selatan,
dengan jumlah utang sebesar Rp. 13.868.218.881,00 (tiga belas milyar
*deldpan ratus endm puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu

" delapan ratus delapan puluh rupiah) '

b. Termohon Pailit memliki utang sewa guna usaha yakm antara lain kepada
(lihat halaman 67):

1. PT. Exim SB Lcasmg, beralamat d1 Jalan. Jenderal Sudmnan Kav.

_.61-62, Gedung Sumitmas | Lantai 8 Jakarta Selatan, dengan jumlah

utang sebesar Rp. 22. 848 151 112,00 (dua puluh dua milyar delapan

ratus empat puluh. defapan Jusa seratus lima puluh satu ribu seratus
dua belas rupiah);

2.... PT. Koexim Mancilrl Fmance beralamat d1 Jaian Jendcrai Gatot
Subroto Kav. 9-11, Gedung -Menara Mulia Lantai 20 Suite 2007
Jakarta Selatan, dengan jumlah utang sebesar Rp.12.063.054.259,00
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* (dua belas milyar enam- puluh tiga juta:lima puluh empat ribu dua
-ratus-tima puluh sembilan rupiah);- '

PT, Perjahl Leasing Indonesia, berlamat di Jalan Jenderal Sudirman

- Kav. '10-11; Gedung Midplaza I Lantai 9 Jakarta Selatan, dengan
: ;umiah utang sebesar Rp. 10.443.422.948,00 (sepuluh milyar empat
" ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua nbu sembilan

ratus empat puluh deiapan rupiah);

’I‘crmohon Pailit rnemzhkl utang pinjaman _;angka pendeic berupa fasilitas
Letter of Credlt antara lain kepada (litat halaman 39 dan_halaman 40):

1.

PT, Bank Surmtom_o Mitsui Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 61-62, Sumitmas Tower II Lantai 10 Jakarta Selatan,
dengan jumlah utang sebesar Rp. 48.621.211.215,00 {empat puluh

_delapan milyar enam ratus dua puluh sata juta dua ratus sebelas ribu

dua ratus lima belas rupiah);

PT. Bank Lippo Tbk., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25,
Plaza Lippo Lantai 1 Jakarta- Selatan, dengan jumlah: utang sebesar

"Rp. 44.004.909.807,00 (empat puluh empat milyar empat juta sembilan
ratus sembilan ribu delapan, ratus tujub rupiah); -

* PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., beralamat di Jalan Gajah

Mada No.1 Menara Bank BTN Jakarta Pusat, dengan jumlah utang

-sebesar Rp.725.751.092,00 (tujuh ratus duoa. pulub-lima juta tujuh

ratus lima puluh.sata ribu. sembilan puluh dua rupiah);

Bangkok Bank Singapura; beralamat di Bank Bangkok Bank
Building, 180 Cecil Street, Singapore, dengan jumiah utang sebesar
Rp.27.960.719.332,00 (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus enam
puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga pulub dua

. rupiah); Keseluruhan Kreditur tersebut di atas belum pernah menerima
_pembayaran penuh atas. utang-utangnya sampai- dengan tanggal
..., diajukarmya permohonan pailit ini. Sehingga dengan demikian terbukti

dan tidak dapat dibantah, bahwa Termohon Pailit saat ini mempunyai
sekurang-kurangnya dua atau lebih Kreditur;

D. Tentang permohonan pernyataan pailit terhadap Pemohon Pailit telah sesuai
dengan ketentuan dalam ‘Undang-Undang Nomor 4-Tahun 1998;
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“bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon
 Pailit mengaku berutang kepada Pemohon Pailit dan tidak mau memenuhi

kewajibannya kepada Pemohon Pailit pada tanggal jatuh tempo. Disamping
it Termohon Pailit juga memiliki utang kepada pihak lain (Kreditur lain),

- sehingga persyaratan untuk-dinyatakan pailit terhadap Termohon Pailit

sebagaimana dimaksud- dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1998 atau peraturan perundang-undangan lainnya baik itu sebagai

Virisprudensi- Mahkgmah Agung RI



pengganti, penambah, pelengkap dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998

- jika ada, telah terpenuhi, Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 6

ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 atau peraturan perundang-
undangan lainnya baik itu sebagai pengganti, penambah, pelengkap dari
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jika ada, permohonan pernyataan
pailit ini terhadap Termohon Pailit harus dikabulkan;

E.  Tentang Permohonan Sita Jaminan.

bahwa untuk mehndung1 kepentmgan Pemohon Palht agar permohonan
Pemohon Pailit tidak sia-sia dan untuk men}aga agar Termohon Pailit

" tidak mengalihkan, memmdahtangankan atau’ npayasupaya lainnya yang
*dapat’ berakibat mérugikan hak dan kepentmgan Pemohon Pailit dalam

rangka mendapatkan pembayaran penuhi atas piutangipiutangnya, Pemohon
Pailit dengan ini mohon kepada Majelis' Hakim Yang Terhormat, yang
memeriksa perkara ini. untuk meletakkan sita' jaminan Jebih dahulu atas

“seluruh kekayaan Termohon Pailit sebelum’ putusan atas permohonan ini

ditetapkan, khususnya atas :

a. Sebxdang tanah berikut’ bangunan, sesual :
* - Sertifikat HGB -No. 4/Sumberejo; -

| s Sertifikat HGB No. 4/Noloketto; -

—  Sertifikat HGB No. 5/Sumberejo;

- Sertifikat HGB No. 6/Sumbérejo;

- Sertifikat- HGB No. 6/Nolokerto; :
—  Sertifikat HGB ‘No. 7/Nolokerto; dan’ ™
—  Sertifikat HGB No: 11/Nolokerto:

yang terletak _di-Désa' Sumberejo, dan Desa:Nolokerto, Kecamatan
“Kaliwungy, Kendal, Jawa Tengah, ‘sélurohnya tercatat atas nama
Termohon Pailit;

b,  Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai
o —  Sertifikat HGB No. 7/Sumbcre_]0 dan
= Scrtiﬁkat HGB No 12/Sumberejo

" yang - terletak:di-Desa Sumberejo, Kecamatan Kahwungu Kendal,
t-Jawa Tengah, seluruhnya tercatat-atas nama.Termohon Pailit;

c. Scbldang tanazh berikut bangunan, sesoai :
- Sertifikat HGB No. 12/Nolokerto;
—. Sertifikat HGB No. 13/Nolokerto;
- Sertifikat HGB No. 14/Nolokerto;
= . Sertifikat HGB No. 15/Nolokerto; dan - .
—  Sertifikat HGB No. 16/Nolckerto,
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-~ -yang’ terletak di Desa Nolokerto; Kecamatan Kaliwungu, Kendal,

Jawa Tengah, seluruhnya tercatat atas nama Termohon Paitit;
d. - Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai: -

*— Sertifikat HGB No. 8/Kiarapayung;
- Semﬁkat HGB No. 9/K1arapayung,
~  Sertifikat HGB No. 10/Kiarapayung;
yang terletak di Desa Kiarapayung, Kecamatan Klari, Karawang,
Jawa Barat, seh]ruhnya tercatat atas nama Termohon Pailit;

N e_.: _'_Sebxdang tanah berikut bangunan sesual

Sertifikat HGB No 119/G1ntungkerta yang terletak di Desa
. Gintungkerta, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat, tercatat atas
nama Termohon Pailit;
f. . Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :

- Sertifikat HGB No. 23/Kiarapayung, yang terletak di Desa Klarapayung,
Kecamatan Klari, Karawang Jawa Barat, tercatat atas nama Termohon
Pailit;

g.  Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :
Sertifikat HOB No. 37/Kiarapayung, yang tetletak di Desa Kiarapayung,
Kecamatan Klari, Karawang Jawa Barat, tercatat atas nama Termohon
Pailit; :

h. Sebidang tanah benkut bangunan, sesuai :
—  Sertifikat HGB No. 16/Sumberejo;
—  Sertifikat HGB No. 20/Sumberejo; dan
—  Sertifikat HGB No. 21/Sumberejo; .,

. yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwung, Kendal, Jawa
Tengah, seluruhnya tercatat atas nama Termohon Pailit;

F. Tentang Penunjukan Kurator Sementara.
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Bahwa untuk melindungi kepentmgan Kreditur pada umumnya dan Pemohon
Pailit pada khususnya selama penetapan atas permohonan pernyataan
pailit terhadap Termohon Pailit belum dikeluarkan, maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan {2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998,
Pemohon Pailit dengan ini mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim
yang terhormat, yang mengadili perkara ini, untuk menunjuk Korator
Sementara guna mengawasi. pengelolaan usaha Termohon Pailit dan
mengawasi pembayaran kepada para Kreditur, pengalihan atau pengagunan
kekayaan Termohon Palht dmmna rangka kepathtan memerlukan persetujuan
Kurator; -

Bahwa Kurator Sementara dan Kurator Kepalhtan yang Pemohon Pailit
usnikan adalah : - : -
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1.

2.

3.
“ Bumiputera' Lantai 18; Jalan Jenderal "Sudirman Kav. 75 Jakarta Selatan dan

1). Pontas Sinaga dari Kantor Maraja & Partners,-beralamat di Wisma
Bumiputera Lantai 18, Jalan-Jenderal Sudirman-Kav. 75 Jakarta
Selatan, dan :

.2}, . Syarif Bastaman dari Kantor Bastaman & Partncrs Attorncys at law,

Receiver & Administrator beralamat di Surya Building Lantai 7, Jalan
M.H. Thamrin Kav. 9 Jakarta Pusat; :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon Pailit mohon kepada
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan
sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Menyatakan Termohon Pailit-dengan segala akibat hukumnya;

Menunjuk Pontas Sinaga dari Kantor Maraja & Partners, beralamat di Wisma

Syarif Bastaman dari Kantor: Bastaman & Partners;-Attorneys ‘at*law, Receiver

. & Administrator -beralamat . di Surya-Building Lantai -7,  Jalan-M.H. Thamrin
i Kawv. 9 Jakarta Pusat, sebagai Kurator-Seémentara:(yaitu) untuk selamapenetapan

atas permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon: belum dikeluarkan dan
selanjutnya sebagai Kurator dalam kepailitan Termohon; -

a.

:‘Menyatakan -sah:dan berharga sita jaminan-terhadap -

Sebidang tanah benkut bangunan, sesual:

~  Sertifikat HGB No. 4/Sumberé&jo;

—  Sertifikat HGB No. 4/Nolokerto;-

~  Sertifikat HGB No. 5/Sumbergjo;

~  Sertifikat HGB No. 6/Sumbergjo; - S

—  Sertifikat HGB No:. 6/Nolokentgy =+ #i70n

- Sertifikat HGB ‘No. 7/Nolokerto; dan

- Sertifikat HGB No. 11/Nolokerto;

yang ‘terletak di Desa Sumberejo, ‘dan Desa ‘Nolokerto, Kecamatan
Kahwungu Kendal Iawa Tengah seluruhnya tercatat atas nama

“Termohon; -

Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :

—  Sertifikat HGB ‘No. 7/Sumberejo; dan

— . Sertifikat HGB ‘No.-12/Sumberejo; + s

yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan KaIiW'urigij, “Kendal, Jawa
Tengah, seluruhnya tercatat atas nama Termohon;

Sebidang tanah berikut bangunan, sesvai ;

=~ Sertifikat HGB No.’ 12/Nolckerto;

'~ Sertifikat HGB No. 13/Nolokerto;
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-~ Sertifikac HGB No.-14/Noiokerto;
—  Sertifikat HGB No. '15/Nolokerto; dan-
—  Sertifikat HGB No. 16/Nolokerto;
yang' terletak di Desa®Nolokerto, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa
“Tengah, seluruhnya tercatat atas' nama Termohon;
d. Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai: B
- Sertifikat HGB No. 8/Kiarapayung;
- : Sertifikat HGB: No. 9/Kiarapayung; -
‘— Sertifikat HGB No. 10/Kiarapayung; = -
yang terletak di Desa Kiarapayung, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa
Barat;: seluruhnya tercatat: atas nama Termohon;- :
e. Sebidang tanah- berikut bangunan, sesuai : \
. . Sertifikat HGB. No. 119/Gintungkerta, yang terletak di Desa Gmtungkerta
.. Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat, tercatat atas nama. Termohon;
- f...= Sebidang tanah berikut bangunan,. sesuai. : o

i1 Sertifikat HGB No. 23/Kiarapayung, yang terletak ci1 Desa Kiara payung,
- Kecamatan - Klari, Karawang: Jawa. Barat, tercatat ‘atas nama: Termohon

g~ Sebidang tanaly berikut bangunas, sesuai:

Sertifikat HGB No. 37/Kiarapayung, yang terletak di Desa Kiara payung,
Kecamatan Klari; Karawang Jawa Barat, tercatat: atas nama Termohon;

h. Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai: /-
- Sertifikat HGB No. 16/Sumberejo;
—  Sertifikat HGB No. 20/Sumbenejo; dan
—  Sentifikat HGB No. 21/Sumbenejo; .

yang lerletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwnng, Kendal, Jawa
Tengah, seluruhnya tercatat atas nama Termohon;

5.  Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara; . ..

~Bahwa terhadap- permohonan pamt tersebut Pengadxlan Niaga pada
Pengadlian Negeri Jakarta, Pusat, telah mengambil putusan yaitu putusan tanggal
20 Desember 2004 No. 43/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang. amarnya berbunyi
sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pernyataan Paiht dan Pemohon

2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.5.000.000,-
(lima juta rupiah); P : .

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga:pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk.umum yang dihadiri
kuasa Pemohon Pailit dan kuasa Termohon Pailit pada tanggal 20 Desember 2004,
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kemudian terhadapnya oleh Pemohon Pailit dengan perantaraan kuasanya berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 20004 diajukan.permohonan kasasi secara
lisan pada tanggal 24 Desember 2004 sebagaimana temyata dari akte ;permohonan
kasasi Nomor 25/Kas/Pailit/2004/PN:NIAGAJKT. PST -jo. Nomor 43/Pailit/2004/
PN.NIAGAJKT.PST vang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat
alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga, pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Desember 2004 itu Juga

Bahwa setelah it oleh Termohon-Pailit yang.pada tanggal 28 Desember 2004
telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dar Pemohon
Pailit sebagai Pemohon  Kasasi, diajukan: kontra memori kasasi yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Nxaga pada Pengadﬂan Negeri Iakarta Pusat tanggal 30
Desember 2004

Memmbang, bahwa permohnnan kasasn a quo beserta alasan a]aszmnya telah
diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu
dan’ dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka oleh ‘karena itn
permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterirna;

Menimbang, bahwa keberatan keberatan yang d:ajukan oleh Pemohon Kasasi/
Pemohon Pailit dalam memori kasasmya tersebut pada pokoknya 1alah

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi terhadap putusan permohonan
pailit perkara No.43/Pailit/2004/PN. Niaga.JKT. PST tanggal 20 Desember 2004
dan telah mendaftarkannya di Kepamteraan Pengadﬁan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Desember 2004, kemudian pada saat
bersamaan Pemohon Kasasi menyampaikan Memori Kasasi, sebagaimana tercatat
dalam Tanda Terima Permohohan Kasasi pada tanggal 24 Desember 2004.

‘Dengan demikian tata ‘cara pengajuan permohonan kasasi ‘dan penyampaian

" memori kasasi-‘telah dilakukan “sésuai“dengan’ ketentuan Pasal 12 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan ‘'masih ‘memeruhi jangka waktu
permohonan kasasi dan penyampaian memori kasasi sesuai déngan ketentuan
dalam Pasal 11.ayat (2) Undang-Undang:Nomor 37 Tahun 2004,

2. ‘Bahwa Majelis Hakim Pengadilan ‘Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 20
- Desémber 2004 telah ' mémutaskan perkara permohonan pernyataan pailit No.
43/Pailit/2004/PN.Niaga. JKT.PST yang ‘aniar putusannya berbuny; sebagai
berikut :
_ Mengad:ll L
l. Menolak Permohonan Pernyataan Palht darl Pemohon

2...:Membebankan -biaya. permohonan ini kepada Pemohon sebesar
Rp.5.000.000.- (}ima jota rupiah); . ' S

3. Bahwa Pemohon Kasasi ‘mengajukan’ -_kebcratar’l terhadap pertimbangan-
pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
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Pusat’ yang memeriksa: permohonan - pernyataan pailit' (“Judex Facti”)  dalam
memutuskan perkara permohonan pernyataan pailit No. 43/Pailit/2004/PN. Niaga.
JKT.PST, khususnya mengenai syarat kepailitan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang adanya fakta bahwa Debitur memiliki dua atau

" lebih kreditur. Terhadap hal ini judex facti telah kelirn dan tidak melaksanakan

hukum atau salah menerapkan hukum dalam putusannya;

Di lain hal Pemohon Kasasi menguatkan pertimbangan-pertimbangan judex
facti mengenai syarat kepailitan tidak dibayarnya utang yang jatuh waktu dan

" dapat ditagih oleh-Termohon Kasasi' kepada Pemohon Kasasi dan kewajiban

Pemohon Kasasi untuk melimpahkan penagihan piutang kepada Pamtla Urusan
Piutang Negara/Direktorat Jenderal Pmtang Lelang Negara;

Bahwa Judcx facti telah kelira dan tidak melaksanakan hukum atau salah
menerapkan hukum dalam bagian pertimbangan hukum mengcnal tidak adanya

* " kreditur lain;
L. Terdapat fakta _atau keadaan yang terbukti sederhana bahwa Termohon
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Kasasi memiliki Iebih dan satu kreditur selain Pemohon Kasasi.

Terbukti dalam laporan keuangan Termohon Kasasi per 31 Desember 2003

yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi kepada Badan Pengawas Pasar

Modal (“BAPEPAM”). Laporan keuangan ini telah dilegalisasi keasliannya
_ oleh BAPEPAM.

L1, Bahwa }udex facu telah keliru atau salah _dalam menerapkan hukum
pada’ pemmbangan halaman 27 ahnea 6 pertlmbangannya yang
'menyatakan sebagai berikut :

_ Menimbang, bahwa penhal bukti P-6 - yaitu Laporan Keuangan
Koensolidasi. dan. Laporan. Auditor Independen. PT. Polysindo Eka
Perkasa dan anak perusahaan per.tanggal 31 Desember 2003 dan 2002

. menurut. Majelis. Hakim. tidak dapat- membukiikan adanya Kreditor
lain Termohon.

Hal ini sesuai' dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 29
K/N/2001 tanggal 5 September 2001 vang intinya menyatakan
bahwa Neraca atau Laporan Keuangan dari Termohon Pailit tidak
membuktikan adanya Kreditur Lain dari Termohon Pailit”.

Bahwa pertimbangan judex facti yang menyatakan bukti P-6 tidak

dapat membuktikan adanya Kreditur lain Termohon Kasasi dengan

mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 29 K/N/2001

tanggal 5 September 2001 merupakan pertimbangan yang keliru atau

salah dalam menerapkan hukum, dan judex facti tidak membaca lagi

isi putusan Mahkamah Agung RI tersebut secara cermat dan seksama
. namun. hanya mengkutip inti dari tanggapan Termohon Kasasi pada
- kesimpulan halaman. 15 alinea kedua yang berbunyi
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“Putusan Kasasi Mahkamah :Agong. RI-No. 029 K/N/2001 tanggal

5 September 2001 (diputus oleh Tbu Marianna: Sutadi selaku Wakil

Ketua Mahkamah Agung RI bidang Pengawasan dan Yudisial) yang

. intinya Bahwa Neraca atau Laporan Keuangan dan Termohon Pailit
. tidak membuktikan adanya kreditur lain dari Tenmohon Pailit”;

1.2, Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut jauh
berbeda dengan perkara a quo.:

~ Majelis Hakim dalam perkara tersebut di atas yang selengkapnya
dikutip dalam pertimbangannya menyebutkan :

“pbahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ‘Kepailitan dengan tegas
menentukan adanya dua kreditur atau lebih sebagai salah satu
syarat agar debitur dapat dinyatakan pailit, karéna itu laporan neraca
perhitungan rugi laba yang dimuvat dalam harian" Bisnis Indonesia
tanggal 28 Mel 2001 tentang keadaan neraca Termohon Kasasi per 31
Desember 2000 dan tahun-1999 tidak membuktikan adanya kreditur
lain pada saat permohonan pernyataan pailit ini diajukan oleh Pemohon
Kasasi™:

Dengan pertimbangan tersebut .di atas menjadi dasar bagi Majelis
Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menolak permochonan
“pailit pada saat itu, dimana swatu berita tidak dapat dijadikan bukti
adanya suatu fakta, sebab- berita baru merupakan suatu berita awal
yang perlu dibuktikan lebih lanjut;

1.3.: Namun bandingkan dengan bukti P-6 yang diajukan Pemohon Kasasi
berupa :

Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Auditor Independen PT,
Polysindo Eka Perkasa dan Anak Perusahaan per tanggal 31 Desember
2003 dan 2002 yang diserahkan Termohon kepada BAPEPAM
merupakan bukti dokumen ‘yuridis ‘karéna terdapat kewajiban dan
Termchon Kasasi sebagai-perusahaan publik/perusahaan efek wntuk
menyampaikan laporan kepada BAPEPAM. Hal tersebut sebagaimana
diatur dalam -Pasal 8§83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985
tentang Pasar Modal ‘Bab . X mengena] Pelaporan dan Keterbukaan
- ‘Informasi. i AR
- Sedangkan aturan untuk meimperoleh laporan tersebut juga ditegaskan
dalam Peraturan Nomor I1.A.2 mengenai 'Prosedur Penyediaan
Dokumen Bagi Masyarakat' di Pusat Referensi Pasar Modal, pada
" Lampiran- Keputusan' Ketua BAPEPAM Nomor Kep-40/PM/1997
“tanggal 26 Desember 1997, yang menyatakan

“1. Setiap pthak yang diwajibkan menyampaikan dokumen kepada
BAPEPAM berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang
‘Pasar Modal, wajib menyampaikan tembusan dokumen tersebut
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dengan mengirimkannya langsung ke Pusat Referensi Pasar Modal
(PRPM).?

I.4. Oleh karenanya judex facti telah keliru dan salah dalam menerapkan
hukum dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Agung RI yang
berbeda dan dengan pertimbangan yang jelas-jelas berbeda pula.
Sebab bukti P-6 bukanlah semata-mata berita yang dimuat di dalam
koran, namun merupakan dokumen yuridis dan dijamin kebenarannya
oleh Termohon Kasasi serta dijamin keasliannya oleh PRPM dengan
dibubuhkannya cap PRPM pada dokumen tersebut.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas terbukti menurut hukum,
bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam
pertimbangan hukummnya tersebut di atas, karena secara sederhana
berdasarkan bukti P-6 telah terbukti Termohon Kasasi memiliki dua
atau lebih kreditur;

Terdapat fakta atau keadaan tambahan lagi yang terbukti sederhana bahwa
Termohon Kasasi memiliki lebih dari satu Kreditur selain Pemchon
Kasasi.

Termohon Kasasi mengakui dengan sendiri bahwa Termohon Kasasi

- mempunyai kewajiban kepada banyak Kreditur. Pengakuan Termohon

Kasasi tersebut tertuang dalam Asli Surat Termohon Kasasi tertanggal 23
September 2004 dan tanggal 6 Oktober 2003.

I1.1. Bahwa judex facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum

dengan tidak memeriksa dan memberikan pertimbangan dalam putusan
a quo, dalil-dalil serta bukti P-4 dan bukii P-9 Pemochon Kasasi. Dalil-
dalil serta bukti P-4 dan bukti P-9 apabila diperiksa secara cermat dan
dipertimbangkan oleh judex facti terbukti bahwa Termohon Kasasi
ternyata mengakui sendiri memiliki banyak Kreditur, sebagaimana
dijelaskan sebagai berikut :

=0 Surat dan Termohon Kasasi yang ditujukan kepada Kuasa Hukum
Pemohon Kasasi advokat & Konsultan Hukum Augustinus
Hutajulu & Rekan tanggal 6 Oktober 2003 perihal konfirmasi
(Vide bukti P-4), yang ditandatangani oheh Vasodevan Revishankar
selaku Direktur Utama Perseroan yang berhak dan berwenang
- bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan
(sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa yang diajukan oleh
Termohon Kasasi sehubungan dengan diajukannya permohonan
pernyataan pallit terhadap Termohon Kasasi tanggal 2 November
2004), sebagaimana disebut dalam butir 2 halaman pertama yang
menyatakan :

“Bahwa, kami pada saat ini telah menandatangani Resturcturing
Agreement dengan para Kreditur {majority unse cured creditor)
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- perihal penyelesaian kewajiban-kewajiban -hutang-hutang
perseroan, sehingga seluruh kewajiban kami kepada para Kreditur
belum dapat diselesaikan seluruhinya, termasuk kepada PT. Bahana

. Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)”;

oo Asli surat dan Termohon Kasasi yang ditujukan kepada Kantor
Pelayanan Piutang :dan Lelang Negara Jakarta V tertanggal 23
September 2004 (Vide bukti P-9),. yang ditandatangani oleh
Vasodevan Ravishankar selaku Direktur Utama Perseroan yang
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
‘serta mewakili perseroan (sebagaimana tercantum dalam Surat
- Kuasa yang diajukan oleh Termohon Kasasi sehubungan dengan
diajukannya permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon

. Kasasi tanggal 2 November 2004), sebagaimana disebut dalam
- alinea yang pertama yang menyatakan :

- “Perseroan mempunyat -kewajiban Umécure Commercial
Paper lebih dari US$ 400 juta kepada para Kreditur termasuk
BPPN”;

: IIZ Sekali lagi ditegaskan drsm:, dengan adanya pengakuan Termohon
Kasasi sendiri 'dalam bukti P-4 dan bukti P-9, maka nyata-nyata
terbukti secara sederhana Terinohon Kasasi telah mengakui memiliki
beberapa - kreditur selain Pemohon Kasasi;

113, Bahwa “berdasarkan hal ‘tersebut di atas, jelas terbukti menurut

" hukum, judex facti telah keliru dan salah ménerapkan hukum karena
mengabaikan bukti P-4 dan bukti P-9 tersebut di atas, atas kenyataan
- bahwa Termohon Kasasi memiliki beberapa kreditur selain Pemohon
-~ Kasast; R o e
NI, Tambahan lagi, “Sekali Lagl” timbahan, bahwa para Kreditur lain hadir
dalam persidangan dan kehadirannya dicatat oleh judex facti.
IIL.1. Bahwa kehadiran- kreditur-kreditur yang hddir dalam persidangan
- adalah PT. Bank Lippo, Tbk;, Bangko Bank ‘Singapura, PT. Bank
~Tabungan Negara (Persero) Tbk, {pada persidangan tanggal 7
Desember 2004), dan -PT. Perjari- Leasing Indonesia sebagaimana
. dalam pertimbangan judex facti halaman 26 alinea pertama yang
menyatakan :
bahwa ternyata yang hadir dlpermdangan ialah :
1. PT. Bank Lippo Tbk; '
20 Bangkok Bank Smgapuréi _ _
3. PL Perjarl Leaqmg Indonesm L

111.2. Atas kehadiran krechtur—kredltur 1am dan Termohon Palht meskipun
dicatat kehadirannya dalam persidangan oleh Judex facti, dan fakta
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serta eksistensinya diakui oleh judex facti namun judex facti tidak juga
mempertimbangkan mereka sebagai kreditur-kreditur dari Terrnohon
Pailit;

IV. Lebih luar biasanya lagi, para Kreditur yang hadir tidak hanya sekedar
hadir sebagaimana biasanya dalam proses persidangan permohonan pailit
akan tetapt mercka juga menycrahkan asli tanggapan tertulis dan bukti
adanya piutang mereka. '

IV.1. Bahwa PT. Bank Lippo Tbk dan Bangkok Bank Singapura telah
menyerahkan tanggapan tertulisnya dan menyatakan dalam tanggapan
tertulis yang mana secara nyata-nyata mengakui memiliki tagihan
kepada Termohon Kasasi, yakni dalam surat-surat sebagai berikdt :

el

Asli Surat Tanggapan PT. Bank Lippo Tbk No. 1020/RS8G/ X11/04
tanggal 6 Desember 2004 perihal tanggapan terhadap permohonan
pailit No. 43/Pailit/2004/PN.Niaga. Jkt.Pst sebagaimana disebut
dalam pertimbangan judex facti halaman 26 alinea 10 yang
menyebut:

“Menimbang bahwa PT. Bank Lippo, Tbk dalam Tanggapan Tertulis
tanggal 6 Desember 2004 menyatakan bahwa antara ia dengan
Termohon pada tanggal 12 Mei 1997 telah dibuat Surat Perjanjian
Pembukaan Letter of Credit No. (45/KP/SPPLCN/97-SDT”.

Asli Surat Tanggapan Bangkok Bank Singapura No.TH/
LC/99/2004/PD tanggal 8 Desember 2004 perihal Tanggapan
Kreditur Lain atas permohonan pailit terhadap PT. Polysindo
Eka Perkasa Thk,

- IV.2. Dan selain asli tanggapan tertulis baik dan P, Bank Lippe Tbk
maupun asli tanggapan tertuhis dan Bangkok Bank Singapura keduanya
telah menyerahkan bukti-bukti, yakni berupa :

oy

Sebagaimana disebut dalam pertimbangan judex facti pada
halaman 27 ahinea 2, yang pertimbangannya menyatakan :
“PT. Bank Lippo Tbk melampirkan bukti surat berupa :

- Foto copy Surat Perjanjian Pembukaan Letter of Credit
No. 045/KP/SPPLCN/97-SDT tanggal 12 Mei 1997;

—  Foto copy surat dan PT. Bank Lippo Tbk tanggal 11 Oktober
2004 yang ditujukan kepada Termohon perihal Tunggakan
Tagihan Dokumen Impor;

—~ Foto copy surat dari PT. Bank Lippo Tbk tanggal 23
November 2004 yang ditujukan kepada Termohon perihal
Tunggakan Tagihan Dokumen Impor™.

Bukti dan Bangkok Bank Singapura adalah sebagai berikut :

—  Standard Terms and Conditions For Credit and Banking
Facilities tanggal 23 April 1996;
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Oleh karenanya -dengan - adanya -bukti tanggapan tertulis dan bukti
tagihan Kreditur-Kreditur Lain tersebut, 'maka: pembuktian- untok itu

.. sndah seharusnya pula .dilakokan sécara sederhana atau sumir oleh
judex facti; - :

IV.3. Oleh karenanya haruslah ditolak dengan tegas pertimbangan judex
facti yang mengesampingkan asli surat tanggapan tertulis dan bukti
" adanya piutang dan kreditur-kreditur térsebut, karena asli surat
tanggapan tertulis dan bukti yang menunjukkan di mana Termohon
" Kasasi memiliki utang terhadap kreditur-kreditur tersebut telah diterima
oleh judex facti, namun fetap tidak dipertimbangkan juga eksistensi
 kreditur-kreditur fersebut yang’ secara nyata merupakan kreditur-
kreditur dan Termohon Kasasi; Dengan kata lain, Majelis Hakim a quo
ingin menyatakan bahwa Termohon Kasasi dalam membiayai usaha
perseroan Termohon Kasasi yang bernilai ratusan milyar rupiah atau
- iungkin ‘babkan triliun-an rupiah-adalah hasil pembiayaan sendiri
oleh Termohon Kasasi-atau oheli Pemegang Saham Termohon Kasasi,
dengan semata-mata dibantu oleh Pemohon Kasasi hanya sebesar
USD 3,000,000.00.-Masuk akalkah ini?

V. ‘Kesalahan ‘berat judex facti dalam proses sadang pemerzksaan tidak
"'memermtahl\an Termohon Kasasi untuk mémbuktikan bantahannya bahwa
_tadak ada utang Termohon Kasas; kepada Kreditur lain.

Bahwa ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata menyata-
kan : _ . _
. “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan
suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atav untuk membantah hak
_orang lain, maka orang itu harus membuktlkan adanya hak itu atau adanya
kejadian itu™;

Bahwa Termohon Kasas; tldak dapat membuknkan bantahannya bahwa
. Kreditur-Kreditur Lain yang hadir dalam persidangan dan membawa bukti
. piutangnya kepada Termohon Kasasi yakni PT. Bank Lippo Tbk, Bangkok
‘Bank Singapura, kalau tidak mempunyai utang. kepada Pemohon Kasasi.
Termohon Kasasi juga tidak membuktikan bantabannya tidak adanya hak
" atan ke_]adzan atan tidak terdapatnya hubungan utang-piutang sebagaimana
dimaksud dalam Buku Kenga tentang Perikatan Bab IV (ke empat) pada
" Pasal 1381 KU H Perdata tentang Hapusnya Penkatan—perlkatan Begitu
pula Termohon Kasasi juga tidak dapat membuktikan’ bantahannya jika
“tidak terdapathya hubungan utang-piutang térhadap nama-nama kreditur-
kreditur lain-nya yang tercantum dalam buokti P-6;
Dengan demikian seharusnya judex facti tidak dapat menutup fakta bahwa
kreditur-kreditur lain dari Termohon Kasasi sebenarnya ada berdasarkan
hal-hal yang telah diuraikan di atas;
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.- VL Judex facti:telah: keliru- dan salah dalam menerapkan hukum dengan

306

memaksa Kreditur-Kreditur- lain untuk ikut dalam proses pembuktian
~ sekaligus.-Dan Judex facti-juga telah melanggar bagian kelima tentang
Pencocokan Piutang Pasal 133 sampai dengan Pasal 143 Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004,
' VLL Bahwa judex facn teiah nd'Lk mclaksanakan hukum pada pertimbangan
B halama.ﬂ 27 ahnm 3 dalam pemmbangannya yang menyatakan sebagat
" berikut L
“Memmbang bahwa bukti ydng dmjukan untuk membuktlkan adanya
. utang, Termohon, kepada PT. Bank szpo Tbk berupa fotocopy yang
- tidak ada ckshnyafaslmya tidak diperlihatkan di persidangan untuk
dicocokkan dengan fotocopynya, sedangkan Termohon menyangkal
. adanya utang itu, maka bukti berupa fotocopy tersebut tidak dapat
dlpertlmbangkan sehingga harus dikesampingkan”.
VI 2 Dalam sidang ketiga atas pemeriksaan permohonan pernyataan kasasi
.- pada-tanggal 30 November 2004, judex facti telah memerintahkan
kreditur-kreditur lain untuk hanya memberikan Tanggapan Tertulis, dan
tidak meminta kreditur-kreditur lain unty menyerahkan/menunjukkan
. bukti aslinya. Namun dalam pertimbangannya judex facti berpendapat
Jain bahwa bukti pintang kredztur tersebut tidak ada aslinya. Bagaimana
mungkin judex facti berke:51mpulan tidak ada asli bukti utang apabila
tidak diminta untuk dlperlihatkan? Dalam hal ini haruslah ditolak
dengan tegas pcrtxmbangdn judex facti tersebut di atas;
Bahwa Pasal 115 ayat (1} jucto Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang
" Nomor 37 Tahun 2004 secara tegas pada intinya menyatakan:
bahwa seluruh ngman dari kreditur-kreditur akan dilakukan verifikasi
dalam pencocokan piutang oleh Kurator dan Hakim Pengawas
mengenai kebenaran dan keabsahannya;
Dengan demikian forum untuk membuktikan ada tidaknya tagihan
+" kreditur-kreditur lain serta berapa jumlah tagihan kreditur-kreditur
* lain’ dilakukan pada saat proses verifikasi tagihan bukan pada saat
" pemeriksaan. permohonan. pailit di, pengadilan tingkat pertama;
 Kehadiran kreditur-kreditur lain secara fisik di pengadilan adalah cukup
untuk mendukung alat bukti lain yang membuktikan bahwa Termohon
. Kasasi mempunym kewajiban kepada lebih dan satu kreditur;
VIL Judex factx telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan
meniadakan acara Jawab_ menjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 132
HIR.

Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan:
. Sepanjang tidak diatur datam .Undang-Undang Kepailitan maka berlaku
hukum acara perdata yang berlaku”.
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Bahwa ketentuan Pasal 299 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004
menyatakan :

“Kecuali ditentukan lain dalam Undang—un‘dan‘g ini, maka hukum acara
yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata”

VH.1.Judex facti tidak menjalankan hukum beracara yang seharusnya

: diterapkan dalam pemeriksaan permohonan paihit yakni pada proses

pemeriksaan permohonan pernyataan pailit, tanggal 30 November

2004, judex facti menolak permohonan Pemohon Kasasi untuk

.. memberikan tanggapan atas permohonan pailit dan Termohon
Kasasi;

-VIL.2. Bahwa menurut hukum acara perdata vang berlaku, atas gugatan
: Penggugat, Tergugat diberi kesempatan untuk memberikan
jawabannya di muka pengadilan, baik secara lisan maupun tertulis.
-Apabila proses terjadi secara tertulis, maka terhadap jawaban Tergugat,
Penggugat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapannya yang
disebut replik. Dan terhadap replik dan Penggugat ini Tergugat
_dapat memberikan tanggapannya yang disebut duplik (vide Pasal

132 HIRY;

VII.3 Judex facti dalam melakukan pemerlksaan perkara a quo Scharusnya -

memberikan kesempatan jawab menjawab sebelum memasuki

- acara pembuktian, namun judex facti melakukan kesalahan dengan
menghilangkan hak yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi;

VIII }udex facti telah keliru dan salah dalam menerapkan: hukumn di mana
pertimbangan judex facti ‘bertentabgan antara satu.dengan yang lain,
- yakni dalam pertimbangan vang diberikan kepada PT. Lippo Bank Tbk
dan- Bangkok -Bank -Singapura tersebut .di-atas dibandingkan dengan

- pertimbangan yang diberikan kepada PT. Perjarl Leasing Indonesia.

" VIIL1. PT. Bank Lippo, Tbk dan Bangkok Bank Singapura meskipun telah

' menyerahkan Asli Tanggapan Tertulis yang keéduanya dibuat dalam

bahasa Indonesia dan telah menyerahkan bukti-bukti tagihannya,

namun tidak dipertimbangkan. Hal ini Sebagaimana discbut dalam

pertimbangan judex facti pada halaman 26 alinea 3 dan 4 yang
menyatakan bahwa : :

“Menimbang, bahwa di persidangan yang hadir mewakili Bangkok
Bank Singapura ialah Arton Tawee Chotipatr {The Vice President
"of Bangkok Bank Jakarta Branch) berdas Letter of Assignment
~yang dibuat di Singapura tanggal 2 November 2004;
“Menimbang, bahwa Letter ‘'of Assignment ‘térsebut tidak
diterjemahkan ke dalam Bahasa Tndonesia, demikian pula surat surat
bukti yang diajukan berupa fotocopy dokumen‘yang keseluruhannya
berbahasa Inggris tidak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia,
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oleh karena itu Letter of Assignment yang dijadikan dasar
kehadiran Arton Tawee Chotipatr dan bukti surat lainnya harus
dikesampingkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum”.

VIIL2 Namun berbeda dengan perlakuan judex facti kepada PT. Perjarl
Leasing Indonesia yang meskipun tidak memberikan Tanggapan Tertulis
dan tidak memberikan bukti-bukti dokumen apapun atas pemyataan
lisannya, namun tetap dipertimbangkan oleh judex facti.

~ IX. Judex facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukom dimana

308

pembuktian mengenai hak Kreditur untuk menagih mestinya dilakukan
secara sederhana.

IX.1. Bahwa Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,
SR menyatakan Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila
. terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa
pernyataan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi,

1X.2, Undang-Undang Kepailitan tidak pernah mensyaratkan utang
Termohon kepada Kreditur Lain selain Pemohon Kasasi yakni harus
diperlakukan sama dengan pembuktian perlakuan utang Termohon
Kasasi kepada Kreditur Pemohon.

" Namun Undang-Undang Kepailtian hanya menyatakan “Debirur
yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar
lunas sedikitoya satu utang vang telah jatuh waktu dan dapat
ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas
permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih
kreditornya”. Dua atau lebih Kreditur tersebut harus dibuktikan
secara sederhana berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 Kalaupun judex facti memperlakukan sama
proses beracara para pihak yakni Debitur Termohon dan Kreditur
Pemohon, maka seharusnya judex facti juga mensyaratkan kepada
Kreditur Lain untuk menunjuk Advokat guna beracara di Pengadilan
Niaga sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7 Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004,

Dengan demikian sechubungan dengan hal tersebut di atas, judex

facti dalam melakukan pemeriksaan perkara a quo telah kelira dan

telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum, karena tidak

mengindahkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4} Undang-Undang
- Nomor 37 Tahun 2004 mengenai azas pembuktian sederhana;

2%, . Pertimbangan judex facti sudah tepat terhadap adanya utang Termohon
Kasasi kepada Pemohon Kasasi yang telah jatuh waktu.

Bahwa judex facti sudah tepat dalam melaksanakan hukum pada
pertimbangan halaman 27 alinea 6 yang menyatakan sebagai berikut :
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Menimbang, bahwa eksistensi (keberadaan) Surat Sanggup Bukd P-1, P-
2 dan P-3) itu sendiri sebetulnya tidak dibantah oleh Termohon. Hal ini
terbukti dan adanya bukti P-4, P-7 dan P-9 yang dibuat dan ditandatangani
oleh Vasodevan:Ravishankar selaku Direktor Utama Perseroan Termohon
yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
mewakili Perseroan Termohon.

Dari bukti-bukti tersebut dlperoieh fakta hukum bahwa Perseroan
Termohon telah mengakui Surat Sanggup (Promissory Note) sebagaimana

~ bukti P-1, P- 2 dan P—3 adalah Lewajiban PT. Polysmdo Eka Perkasa Tbk
(Termohon).

Pertimbangan hukum judex facti tersebut di at'ls sadah tepat dan karenanya
harus dikuatkan, karena keabsahan Surat Sanggup (Promissory Note) secara
hukum telah memenuhi ketentuan syarat-syarat sebagai surat berharga, dan
keberadaan Surat Sanggup (Promissory Note) telah diakui sendiri oleh
Terrnoh()n Kasasi sebagzu kewapban perseroan;

. XL Pertnnbangzm judex facti sudah tepat terhadap adanya utang Termohon
Kasasi kepada Pemohon Kasas1 yang dapat ditagih.

Bahwa judex facti sudah tepat. dalam melaksanakan hukum pada
. pertimbangan halaman 27 alinea 6 dalam pert;mbangan yang menyatakan
.. sebagai berikut : -

. “Memmbang, bahwa berdasarkan buku bukn P-Sa sampal dcngan bukti
P-5f, Pemohon sudah berulangkali mengirimkan surat -tagihan kepada

~Termohon untuk melakukan pembayaran atas kewajibannya yang telah

_jatuh waktu juga upaya penagihan melalui PUPN/DJ PLN/KP2LN (bukti
P-8). _ :

.. Bahwa pemmbangan hukum ]UdCX fact; atas utang Termohon KasaSE kcpada
--Pemohon Pailit yang telah dapat ditagih sudah tepat dan karenanya harus
-dikuatkan, karena utang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sudah
jatuh waktn dan hingpa saat ini tidak .ada pembayaran:dari Termohon
. Kasasi meskipun dengan cara mencicil sekalipun;

XII. Pemohon Kasasi perndh menyerahkan ‘penagihan piutangnya ké PUPN/
DJIPLN dan Penagihan Piutang tersebut telah dikembalikan kepada Pemohon
Kasasi.

Bahwa judex facti sudah tepat dalam melaksanakan hukum pada
pertimbangan halaman 24 alinea 6 dalam pertimbangan yang menyatakan
sebagai berikut :

Memrnbang, bahwa dasampmg 1tu menurut ketentuan Pasal 2 ayat (D
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang hanya disebut kata “Krediturnya”. Tidak
ada limitasi bagi seorang Kreditur untuk mengajukan permochonan pailit
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Debitur;: Tidak: ada’ perbedaan apakah Kreditur 100% milik Negara atau
bukan;

Penagihan yang dilakukan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi
melalui PUPN/DIPLN atas utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat
ditagih tersebut juga sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan, oleh karenanya juga harus dikuatkan;”

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan Kkasasi t.er'sebut di atas, menurut
pendapat Mahkamah Agung Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum dengan
pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa judex facti didalam putusannya halaman 27 menyatakan bahwa oleh
karena foto copy surat perjanjian pembukaan letter of credit tanggal 12 Mei
1997, foto copy surat dan PT. Bank Lippo, Tbk tanggal 11 Oktober 2004 dan
tanggal 23 Nopember 2004 yang ditujukan kepada Termohon Kasasi perihal
tunggakan tagihan dokumen impor, tidak diperlihatkan aslinya di persidangan
sedangkan Termohon Kasasi menyangkal adanya utang itu sehingga foto copy
tersebut tidak dapat di pertimbangkan dan harus dikesampingkan;

b. Bahwa foto copy dan suatu surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di
persidangan, sesuai dengan yurisprundensi tetap, tidak dapat dijadikan bukti surat,
namun keberadaan surat-surat tersebut tidak berarti tidak dapat dipertimbangkan
sebagal persangkaan-persangkaan sebagalmana yang dimaksud oleh Pasal 1915
jo. Pasal 1922 KUHPerdata;

c. Bahwa foto copy surat-surat dan PT. Bank Lippo, Tbk kepada Termohon Kasasi,
yang aslinya tidak mungkin berada pada pengirim surat (PT. Bank Lippo, Tbk),
bila dihubungkan dengan foto copy surat perjanjian pembukaan letter of credit
tanggal 12 Mei 1997 dan bukti P-9 (surat dari Termohon Kasasi kepada Kantor
Pelayanan Pintang dan Le Negara Jakarta tertanggal 23 September 2004) yang

- telah disesuaikan dengan aslinya, merupakan persangkaan-persangkaan bahwa
Termohoen Kasasi juga mempunyai utang kepada PT. Bank Lippo, Tbk;

d. Bahwa oleh karepa itu putusan judex facti harus dibatalkan dan Mahkamah
Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
merumuskan persyaratan agar debitur dinyatakan pailit yakni ;-

—  Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur;

—  Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu
dan dapat ditagih; '

Menimbang, bahwa dan bukti P-1 dan P-2 (Promissory Notes yang ditanda
tangani oleh Direktur Utama dan Komisans PT. Polysindo Eka Perkasa, Tbk.) terbukti
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bahwa Termohon Kasasi (PT.: Polysindo :Eka  Perkasa, Tbk.) adalah Debitur yang
utangnya telah jatuh waktu dan dapat dltagah sedangkan Pemohon Kasasi adalah
Krediturnya; :

Bahwa adanya ketentvan' di dalam Anggaran Dasar Termohon Kasasi yang
mengharuskan persetujuan dan sedikitnya dua anggota Komisaris merupakan masalah
intern Termohon Kasasi sehingga tidak mempengaruhi keabsahan Promissory Notes
tesebut yang telah sesvai dengan Pasal 174 KUHDagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbuktilah
bahwa Termohon Kasasi adalah Debitur yang mempunyai dua. Kreditur (Pemohon
Kasasi dan PT. BANK LIPPO, Tbk.) serta tidak membayar lunas sedikitnya
satu utang (utang kepada Pemohon Kasasi) yang telah jatuh waktu dan dapat
ditagih, sehingga permohonan palht yang cha_]ukan oleh Pemohon Kasas: “harus
dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Hakim Pengawas dan Kurator yang dmngkat
dalam kepailitan ini, Mahkamah Agung akan memermtahkan Pengadzian Niaga
untuk menetapl\annya ’

Menimbang mengenéi sita _]amman dan penunjukan Kurator Scmentam yang
dimohonkan oleh Pemohon Kasasleemohon Pailit, bahwa oleh karena permchonan
tersebut tidak beralasan maka haruslah ditolak;

Memmbang, bahwa berdasarkan pertlmbangan tersebut di atas menurut Pendapat
Mahkamah Agung terdapat cokup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi
dan Pemohon Kasasi PT: Bahana Pembinaan .Usaha Indonesia (Persero) tersebut,
dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
tanggal 20 Desember 2004 No. 43/Pailit/2004/PN. Niaga/]kt Pst serta Mahkamah
Agung mengadili scnd;rl perkara ini dengan amar sepérti yang akan disebutkan
dibawah ini;

Memmbang,' bahwa oleh karena Termohon’ Kasésiﬂérmohbn Pailit adalah
pihak yang dikalahkan maka harus membayar biaya perkara cia]am kedua tingkat
peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 scbagaimana yang telah di ubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undzmg—Undang Nomor 37 tahun 2004 serta
Undang-Undang lain yang bersangkutan; -

MENGADILI :

Mengabulkan permohonﬁn kasasi &ari Pemchon Kasasi ; PT, BAHANA
PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadllan Negeri Jakarta Pusat
tanggal 20 Desember 2004 Nomor 43/Pailit/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst;
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~ MENGADILI SENDIRI &

—  Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

—  Menyatakan Termohon : PT. Polysindo Eka Perkasa, Thk. pailit dengan segala
akibat hukumnya;

—  Memerintahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk
mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeni Jakarta Pusat dan Kurator; .

« - Menolak gugatan yang selebihnya;

Menghukum Termohon Kasam untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat
peradllan yang dalam peradilan tmgkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.5.000.000.-
(lima juta rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan' Mahkamah Agung
pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2005 oleh Marianna Sutadi, SH. Wakil
Ketua Mahkamah Agung RI. yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung R.L
sebagai Ketua Sidang, Prof. Dr. H Muchsin, SH., dan H. Atja Sondjaja, SH.,
para Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana
dincapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Prof. Dr. H. Muchsin, SH., dan H.
Atja Sondjaja, SH., Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Panji Widagdo SH, MH.
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota Ketua
ttd. td.
. Prof. Dr. H. _Muchsin, SH. Marianna Sutadi, SH.
ted.

H. Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti.
ttd.
Panji Widagda, SH.MH.

Biava-biaya_;

I, Meterai e rriesicessimri s cccneens Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan...............coee. Rp. £.000,-
3. Administrasi Kasasi......cceerin. Rp. 4.993.000,-

Jumlah Rp. 5.000.000,-

(lima juta rupiah)
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